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IKHTISAR 
 

Skripsi ini berjudul: “IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA 

UTARA NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH 

ALIRAN SUNGAI (DAS) DITINJAU DARI FIQH SIYASAH” (STUDI 

KASUS SUNGAI DELI DI KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN). 

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Medan 

Barat Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang 

bagaimana implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada sungai deli di kecamatan medan 

barat dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi perda 

tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas peran pemerintah 

kota medan dalam pengelolaan ekosistem daerah aliran sungai (DAS) sungai deli 

di daerah bantaran sungai di Kecamatan medan barat. Serta, Upaya dalam 

penanganan pencemaran dan program apa saja yang diterapkan dinas kota medan 

di Kecamatan Medan barat kota Medan. Dalam mengumpulkan data penulis 

menggunakan cara: Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara) dan 

Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa 

realita dalam mengelola daerah aliran sungai (DAS) sungai deli di Kecamatan 

Medan Barat masih kurang sesuai, Kepala penelaah data statistik DAS (Daerah 

Aliran Sungai) telah melakukan beberapa upaya kegiatan efektif. Seperti, 

Pemerintah melakukan kegiatan sosialiasi pembinaan dan pengawasan bangunan 

di DAS sungai deli. Namun, Setelah peneliti melakukan wawancara masih 

banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya kegiatan yang 

dilakukan pemerintah Kota Medan. Penyebab dari Permasalahan ini adalah akibat 

kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah Kota Medan dalam 

menjaga kelestarian DAS sungai deli dan tidak menutup kemungkinan 

bahwasanya tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap menjaga ekosistem 

DAS sungai deli di Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Apabila dilihat dalam 

kajian Fiqih Siyasah yaitu dalam konteks peran manusia untuk tidak berbuat 

kerusakan di muka bumi dan melestarikan lingkungan untuk menjadi lebih asri. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah satu bagian dalam upaya untuk 

menjaga ketahanan sumber daya air. Dalam pemanfaatanya DAS dapat menjadi 

sumber kehidupan jika DAS dirawat dengan baik sehingga dapat bertahan lama. 

Terdapat berbagai permasalahaan dari hasil penelitian yang mengkonfirmasikan 

bahwa terjadinya kesenjangan kondisi dalam pengelolaan daerah aliran sungai 

(DAS).  Permasalahannya antara lain kurangnya kesadaran para pihak dalam 

memelihara lingkungan, pelaksanaan peraturan yang belum optimal. Penegakan 

hukum yang tidak adil dalam penegakanya. Maka dalam menyelesaikan 

permasalahan harusla terwujudnya kesadaran masyarakat  (Nikijuluw, 2002) 1  

Pada suatu sistem daerah aliran sungai, terdapat fungsi sungai sebagai 

tempat pengaliran air yang berada pada posisis paling rendah dalam landscape 

bumi. Sehingga, kondisi pada aliran sungai tidak dapat dipisahkan dengan daerah 

aliran sungai  (PP 38 Tahun 2011).2 

Salah satu  menjadi bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan di 

sekitaran bantaran sungai yaitu adanya penduduk yang tinggal di sekitaran sungai. 

Hakikatnya, Masyarakat di sekitaran bantaran sungai menggunakan wilayah 

pinggir sungai sebagai tempat aktivitas sehari-hari dengan melibatkan sungai itu 

sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat di sekitaran bantaran sungai 

seperti mandi hingga mencuci pakaian.. 

 

1 Farid Aulia dkk, Perspepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sungai Deli Di 

Kota Medan, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2018 Hal 1-5 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
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Permasalahan terjadi dikarenakan adanya perubahan pemanfaatan lahan 

menjadi lahan tegalan, pertanian dan bahkan pemukiman serta adanya 

peningkatan aktivitas industri yang telah memberikan dampak kondisi hidrologis 

dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) di sungai Deli. Lalu, Terdapat berbagai 

aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari 

kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian yang dimana menghasilkan limbah 

yang berdampak pada penurunan kualitas air sungai.  (Suriawiria, 2003).3 

Fungsi vital sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari tidak membuat 

masyarakat turut serta dalam menjaga kelestarian sungai. Karena , Tingginya 

ketergantungan masyarakat terhadap sungai sehingga hal ini membuat tidak 

seimbang dengan sikap positif masyarakat tersebut. Adanya sikap apatasi atau 

tidak peduli masyarkat membuat dataran sungai menjadi tidak terurus dan 

mengalami kerusakan secara perlahan. Sampah yang sering kali dibuang ke sungai 

dengan gampangnya dibuang tanpa memperdulikan biota hidup yang ada 

didalamnya. Lalu, Tidak hanya sampah namun masyarakat di sekitaran bantaran 

sungai terbiasa membuan limbah kimia ke sungai. Seperti, hasil cucian pakaian 

yang dibuang kesungai yang mengakibatkan kualitas air di sungai pun menjadi 

buruk dan tak layak konsumsi 

Kota Medan mempunyai  aliran sungai yang cukup panjang dan luas, 

yaitu sungaixDeli. Sungai Deliiadalah salahisatu aliran sungai dari beberapa aliran 

sungai yangxada dikota medan. Terdapat 8 sungai yangxada di  kotaxmedan, 

ProvinsiiSumatra Utara. luas wilayah 3.655 hektare Sungai Deli memiliki panjang 

 

3 Chay Asdak, Hidrologi dan pengelolaan daerah aliran sungai, (Gadjah Mada 

University Press : Yogyakarta ) 2018 Hal 6 
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kilometerx(km) danxlebar 5,58 m.DAS Delixpada hakikatnyaxmemiliki wilayah 

resapanxair setidaknya seluasx140 hektare, ataux30 persenxdari luasxDAS. 

Holland-Henriot berpendapat bahwa analisisxsosial adalah caraxusaha 

untuk memperolehxgambaran yangxlebih lengkapxdalam sebuah situasixsosial 

bertujuanxmenggali hubungan historixdan alat strukturalnya. Analisisxsosial yang 

diarahkanxbertujuan memperolehxgambaran lengkapxpada situasixsosial dengan 

cara menelaahxkaitan-kaitan historis,xstruktural danxkonsekuensi masalah 

didalamnya. Analisis sosialxbertujuan mempelajarixstruktur sosialxdengan cara 

mendalamixfenomena sosial, kaitanxaspek politik,xbudaya, ekonomi danxagama. 

Sehingga, akan dpaatxdiketahui sejauh manaxterjadinya perubahanxsosial. Lalu 

bagaimanaxinstiuisi sosial yang diakibatkanxmasalah-masalah sosial serta dampak 

sosialxyang muncul akibatxmasalah sosialxtersebut. 

DaerahxAliran Sungai Delixadalah aliran sungaixyang terdapat di 

sebagian wilayahxyang terletak dibagianxKabupaten Karo, Deli Serdangxdan kota 

Medan. DaerahxAliran Sungai (DAS) dixsungai Deli memilikixluas  ± 47.302,10 

Hektarexdengan hulu sungai tersebutxdi Kabupaten  DelixSerdang (Sibolangit) 

dan kotaxKaro  yang bermuaraxdi Belawanx(Medan). 

DaerahxAliran Sungai (DAS)idisungai Deli memliki fungsi yang empiris 

yaknixsebagai pemasok airxdi sebagian besarxdaerah kota medan. DaerahxAliran 

Sungai sungaixDeli di bagianxhulu merupakan daerahxtangkapan airx(recharge 

area) yangxdimana lokasi tersebutxsangat rentan terhadapxbencana erosi dan 

longsor.xLalu, Bagian daerahxhilir sungai memilikixrentan bahayaxyang cukup 

signifikan yaitu banjir yang dimana penyebab permasalahan disebabkan kerusakan 

lahan yangxterjadi di huluxsungai deli. 

.  
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Paradigma sosial dikatakan sebagai paradigma yang menekankan 

pendekatakan yang mengarah kepada objektif empiris. Meski memiki tujuan pusat 

perhatianxyang samaxdengan definisixsosial yakni interaksixmanusia. Namun, 

Paradigma perliakuxsosial menggunakanxsudut pandang perilakuxsosial yang 

teramati danxdapat dipelajari. Lalu, Dalamxparadigma inilah perilauxsosial ilmiah 

yang menjadi persoalan utamaikarena dapat diamati dan dipelajarixsecara empiris. 

Sedangkanxapa yang adaxdibalik perilakuxitu (misalnya maksudxdari perlaku 

tertentu,motivasi didalmnya, kebebasan dan tanggung jawab) berada dixluar sudut 

pandangxparadigma perilakuxsosial tersebut. 

Adapunxkerusakan lahanxdisebabkan adanya penurunanxkualitas lahan 

yang disebabkaniadanya penurunan dayaxdukung lahan yangxdipergunakan untuk 

berbagaixmacam peruntukanxlahan. Ini menyebabkanxberubahnya lahanxyang 

berfungsixsebagai kawasanxlindung menjadixkawasan pemukimanxyang memicu 

menurunyaxdaya dukung lahanxuntuk menjadi hutanxfungsi lindung.xApabila, 

Pengalihan fungsixlahan terjadi secara terus menerus maka akan dapat 

menyebabkan kerusakan DAS yang dimana diperparah menjadi lahan DAS 

kritis.Pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitaran bantaran sungai di masa lalu  

dalam masalah stabilitasxcenderung mengabaikan kebutuhanxekosistem perairan 

sungai. Terdapatxbanyak kasus dimana aktivitas manusiaimembawa dampak yang 

tidakxdiinginkan dan sebagaianxbesar berdampak padaxkelestarian sungai. 

Peristiwaxini mengorbankan variabilitasxalami dari sungai,xstruktural 

integritas danxkompleksitas, sertaxpemeliharaan terhadapxfungsi ekosistem 

perairan (Brierleyxand Fryirs,x2005). Masyarakat dituntut untuk dapat 

mengoptimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, 

dapat menjaga kualitas daripada air. 
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Daerahxaliran sungaixjuga dipandangxsebagai ekosistem tataxair dan 

digunakan dalamxpengelolaan sumber dayaxalam vegetasi, tanahxdan airxyang 

rasional. PenggunaaanxDAS dikatakan sebagaixsatuan wilayahxyang dalam 

pengelolaan untukxmemberikan pemahamanxsecara rasional danxobjektif bahwa 

setiap kegiatanxdilakukan dalamxsatu tempat (onxsite). Dibagianxhilir DAS 

digunakanxdalam pemanfaat sumberxdaya hilir yang merupakanxhasil dari daerah 

hulu yang secaraxdaerah otonomi danxadministrasi yangxberbeda wilayah 

pengelolaanya.4 

Definsixdaerah aliran sungai (DASx terdapat di Peraturan Pemerintah No 

37 Tahun 3012 tentangxpengelolaan daerah aliranxsungai di Pasalx1 yaitu :  

‘’DaerahxAliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah 

daratanxyang merupakan satuxkesatuan dengan sungaixdan anak-anak sungainya, 

yang berfungsixmenampung, menyimpan danxmengalirkan air yangxberasal dari 

curah hujanxke danau atau kexlaut secara alami, yangxbatas di darat merupakan 

pemisahxtopografis dan batas di lautxsampai dengan daerahxperairan yang masih 

terpengaruhxaktivitas daratan’’ 

Lalu, terdapatxdi Peraturan DaerahxProvinsi SumatraxUtara No 1 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan DaerahxAliran Sungai TerpaduxProvinsi Sumatra Utara 

di Pasalx1 yaitu : 

 

 

 

 
 

4 Paimin. Dkk, Sistem perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai, (Bogor : 

Pusat Penelitian Pengembangan Konservasi Dan Rehabilitasi) 2012 Hal 5 
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‘’DaerahxAliran Sungai yangiselanjutnya disebutiDAS adalah suatuiwilayah 

daratanxyang merupakanxsatu kesatuan denganxsungai dan anak-anakxsungainya, 

yang berfungsixmenampung, menyimpanxdan mengalirkan airxyang berasal dari 

curah hujan ke danauxatau ke laut secaraxalami, yang batas di daratxmerupakan 

pemisahxtopografis dan batas di lautxsampai dengan daerahxperairan yangxmasih 

terpengaruh aktivitasxdaratan.’’ 

Ini bertentangan dengan kondisi dilapangan yang dimana melalui data fakta 

dilapangan peneliti menemukan kondisi air di sungai Deli sangat memprihatinkan. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kondisi airxSungai 

Deli Medanxsemakin menurun danxtidak layak lagixdikonsumsi masyarkat. Dari 

pengamatan studixlapangan sejak 5 tahunxterakhir, kualitas air SungaixDeli sudah 

tidak baikxuntuk dikonsumsi. Berdasarkanxbaku mutu, kualitasxair SungaixDeli 

yang melintasixKabupaten/Kota yaknixKaro, Deli Serdang danxMedan telah 

mengalamixpenurunan kualitasxair. 

Terdapat 9xsungai yaitu SungaixBelawan, Sungai seixKambing, Sungai 

Badera, SungaiiPutih, Sungai Babura, SungaiiSulang-Saling, SungaixDeli, Sungai 

Tuntungan,xdan  SungaixKera. SungaixDeli adalah dapatxdikatakan sebagai salah 

satu dari delapan hilir sungai yang ada di kota medan. MenurutiSejarahnya Sungai 

deli adalah sungai yang merupakan sebagai uratxnadi perdagangan kexdaerah lain. 

Terdapatxpada saat inixluas hutan di huluxsungai deli sekitarx3.655 hektarexatau 

tinggal 7.59 persenxdari 48.162 hektarexarea DASxDeli. 

Permasalahanxmuncul dikarenakan kondisixsungai deli padaxsaat ini tidak 

sepertixdahulu. Keresahanxyang terjadi dixdataran sungai delixdikarekan sering 

terjadixbanjir disebabkanxluapnya airxsungai delixtersebut. 
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Adapunxkondisi sungai delixtidak lagi menjadiitempat perdagangan ataupun 

bersantaixnamun dijadikanxsebagai sumber airxbagi masyarakatxsekitar. Airnya 

sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi sebab sudah terkontaminasi oleh berbagai 

limbahxyang berada disekitaranxsungai deli. Berdasarkanxpenjelasan diatas 

terdapat pentingyaiperanan sungai deli bagixmasyarakat disekitaran Daerah Aliran 

Sungaix(DAS). Sementara ituxpersepsi masyarakat mampuxmempengaruhi fungsi 

dan kegunaanisungai.Kondisi sungai delixtidak lagi menjadixtempat perdagangan, 

bersantai maupunimenjadi sumber air bagiimasyarakat.Airnya  sudah  tidak  layak   

lagi untukxdikonsumsi sebabxsudah terkontaminasixoleh berbagaixlimbah yang 

berada dixsekitaran sungaixdeli. 

Secaraxeksplisit DaerahxAliran Sungai Delixmenyediakan berbagaixsumber 

air baku bagiiPDAM yang bertujuan melayaniikebutuhan air bersihxrumah tangga 

dengan jumlahxkurang lebih 320.000xsatuan sambungan.xSayangnya, kontribusi 

pentingxyang diberikanxDaerah Aliran Sungaix(DAS) sungai delixtidak diikuti 

kesadaranxdan upaya memeliharaxkelestarian. KondisixDaerah AliranxSungai 

(DAS) saatxini mengalamixdegradasi yang sangatxmemprihatinkan. Bentuk aliran 

sungai delixyang cenderungxmemanjang sempit banyakxdisalahgunakan.  

Adapunxbentuk daerah aliranxsungai hakikatnya cenderungxmenghasilkan 

aliran permukaanxyang lebih kecilxdibandingkan daerah aliranxsungai yang 

berbentuk melebarxatau melingkar. Kegiatanxini terjadi karenaxpada saat 

konsentrasi daerahxaliran sungai yangxmemanjang lebih lamaxdibandingkan 

dengan aliranxsungai yangxmelebar. Sehingga, terjadinyaxkonsentarsi airxdititik 

kontrol lebihxlambat  
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Pendapatxatau pola pemikiranxmasyarakat dapatxdilihat denganxcara 

bagaimana merekaimemperlakukan sungaixtersebut dalam kehidupanxsehari-hari. 

Bagian huluxtengah dan hilir memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai 

fungsixkegunaan sungai. Perbedaanxtersebut didasari olehxadanya kebutuhan dan 

kepentinganxyang dinilaixberbeda. Pada wilayahxhulu kota medanxterdapat 

masyarakatxyang membutuhkan pasokanxair bersih yangxcukup danxmemiliki 

perekonomianiyang cukup pula dalamimemperoleh air bersih. Sehingga, tidakiada 

lagixmemanfaatkan airxsungai selain untukxkehidupan merekaxsehari-hari. Letak 

sungai dixwilayah hulu kotaxmedan yaitu tepatnyaipada wilayah daerah kelurahan 

titi kuning. Masyarakat sekitar memanfaatkan sungai sebagai pembuangan limbah. 

Adapunxmasyarakat disekitaranxjembatan wilayahxhulu banyakxpedagang yang 

memanfaatkan jembatanxuntuk mencarixnafkah. Sejak siangxhari hingga sore hari 

para pedagang beradaxdijembatan sungai untukxmenjajakan barangxdaganganya. 

Sedangkanxdi wilayah bagian tengahxkota masyarakat banyak 

menggunakan air sungai untukxMCK. Karena, Kegiatanxini didasari karena 

keterbatasanxekonomi untuk memperolehxair bersih sekitaranxsungai. Menurut 

beberapa pengakuanxinforman dilapanganxbahwa jumlah ikanxyang berada 

disungai delixsemakin lamaxberkurang. Bahkan beberapaxkali jikaxmereka 

memeancing mereka tidakxmendapatkan ikanxsama sekali. Kalixpancing yang 

seharunyaxmenarik ikan kexpermukaan justruxmenjerat sampah-sampahxyang 

berkeliaran mencarixmuara dan tempatxpersingahan. 
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Lalu, Dalam penelitian dilapangan bahwa peneliti menemukan permasalahan 

terkait dengan pengelolaan sampah yang buruk. Kegiatan-kegiatan masyarakat  

disekitaran bantaran sungai yaitu membuang sampah ke sungai sehingga 

memperparah kondisi air sungai deli yang buruk. Akibat dari kegiatan ini 

menyebabkan pencemaranxair sungai terutamaxdi daerah yangxmelintasi daerah 

perkotaan.xPada umumnyaxpencemaran ini terjadixoleh tingkahxlaku manusia 

sepertixadanya zat-zatxdetergen, asam belerangxdan zat kimiaxsisa pembuangan 

pabrikxkimia atauxindustri. 

Peneliti mendapatkan berbagai komponen kimiawi seperti halnya pestisida, 

kerbisida, pupuk tanaman yang menjadi unsur utama polutan terdapat di sungai 

Deli. Sehingga ini dapat menurukan kualitas mutuxair yangxbahkan dapat 

membahayakan,xbaik tumbuh-tumbuhanxsekitar, hewan bahkanxwarga sekitar 

SungaixDeli. Sampah-sampahxatau kotoran yangxtidak bergunaxakibat proses 

kehidupan manusiaxyang sering jugaxdibuang kedalam tanahxmaupun air/sungai.  

Terdapatxbeberapa hal pencemaranxyang disebabkanxadanya zatxkimia 

beracun sepertixasam alkali, detergenxdan lain-lainxyang mempunyaixpengaruh 

langsung padaxkehidupan sekitaran bantaran sungai.Kebiasaan masyarakat 

membuang sampah di sekitar sungai Deli serta lemahnya penegakan hukum (Law 

Enforcment) menyebabkan tidak adanya tindakan serius yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Menurut studi kementrian lingkungan hidup terdapat 2.000 ton sampah yang 

dihasilkan baik itu sampah organik dan anorganik. Dari hasil penelitan yang 

dilakukan Irwan (2011) bahwa terdapat didaerah aliran sungai deli ternyata respon 

sejumlah masyarakat setuju sekitar 34% dan tidak setuju 19% untuk dijadikan 

sungai sebagai tempat membuang akhir sampah 
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Pada umumnya telah dijelaskan peneliti diatas, bahwasanya tidak terdapat 

rasa tanggung jawab oleh pemerintah setempat terhadap sosialisasi tanggung 

jawab terhadap warga sekitar sungai Deli sehingga masyarakat leluasa membuang 

sampah dan tidak memperhatikan kondisi Sungai Deli. Jikaxdikaitkan dengan 

perspektifxislam, terdapatxbeberapa prinsip korelasiimasalah dengan prinsip islam 

tentangxkemasalahatan umat terhadapxkebijakan publik (policyxgovernanent). 

Dalamxmuatan pembuatanxpolitik terdapat istilahxfiqh siyasah. 

 

Dikutip dari pernyataan Ibn Al-Qayyim mengatakanxbahwa : 

 

Siyasah adalahxsesuatu perbuatan yangxdimana didalamnyaxmembawa 

manusia lebihxdekat kepadaxkemaslahatan danxmenjauhkan darixkemafsadatan 

meskipun rasulullah tidakxmenetapkan danxallah tidak menentukan .5 

Serta keterkaitan dengan ruang lingkup siyasah maka dapat dapat 

dikaitkan dengan siyasah dusturiyah. Proses analisis berjalannya suatu produk 

politik hukum maka dapat dilihat dari efektivitas suatu produk hukum tersebut 

dengan melihat kebermanfaatanya di masyarakat. 

Siyasah dusturiyaah adalah hubngan diantara seorang pemimpinxdi suatu 

tempatxwilayah denganxrakyatnya serta terdapatikelembagaan-kelembagaan yang 

ada di dalamxmasyarakatnya. Maka, kajianxsiyasah dusturiyahxdibatasi dengan 

pembahasanxpersoalan pengaturan daniperundang-undangan yangidituntut dengan 

prinsip agamaidan merupakan realisasixkemasyarakatan manusiaxserta memenuhi 

kebutuhanya 

 

 

 
 

5 J.Suyathi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran (Pt Raja 

Grafindo: Persada: Jakarta) 2002 Hal 22-24 



11 
 

 

 

 

 
 

Dikutip dari pernyataan pulungan menjelaskan tentang pengertian siyasah adalah : 

 

Siyasahxdusturiyah merupakanxhal yang mengatur atauxsuatu kebijakan 

yang dilakukanioleh kepala negara atauxpemerintah dalamxmengatur negaranya. 

Maka, dapat dikatakan siyasahxdusturiyah adalahxkajian yang cukup vital dalam 

suatuxnegara. Karena,xhakikatnya hak-hal yang berkaitan tentang dasar suatu 

negara dibahas dalam lingkup pembahasan ini.6 

Berbicara tentang implikasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai di sungai 

Deli, tentu berbicara tentang fungsi DAS sebagai kebersihan dalam lingkup sungai 

Deli.Terdapat dalil yang menjelaskan tentang menjaga lingkungan yaitu : 

Al-A’raf 56 :  
 

 

Danxjanganlah kamu membuatxkerusakan di mukaxbumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinyaxdan berdoalahxkepada-Nya dengan rasaxtakut (tidak 

akan diterima)xdan harapan (akanxdikabulkan).  Sesungguhnyaxrahmat Allah 

amatxdekat kepadaxorang-orang yang berbuatxbaik (QS: Al-A’raf 56).7 

Olehxkarena itu, penulisxmerasa tertarik untukxmengkaji dan 

mendeskripsikan hal tersebut dalamisebuah penelitian denganxmengangkat judul : 

‘’IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATRA UTARA NO.1 TAHUN 

2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 

DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI KASUS SUNGAI DELI DI KEC 

MEDAN BARAT KOTA MEDAN)’ 

6Al-Maududi, Abul A’la, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, 

(Bandung:Mizan), 1993 Hal 34 
7Departemen Agama RI, AlqurandanTerjemahan, hal. 23 
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B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkanxlatar belakang diatasxdapat diidentifikasikanxbahwa masalah 

utama yangxmuncul dalam penelitianxini adalah sebagaixberikut : 

1. Terdapat alih fungsi lahan bangunan yangxberdiri di daerah kawasan bantaran 

sungai deli. 

2. Pola hidup masyarakat di bantaran sungai yang mengakibatkan polusi serta 

ekosistem lingkungan sehingga terganggunya daerah aliran sungai deli 

tersebut 

3. Adanya pencemaran kondisi aliran sungai diakibatkan penggunaan lahan di 

sekitaran kawasan sungai deli 

C. Perbatasan Masalah 

 

Darixberbagai masalah diatasxuntuk membatasixruang lingkup 

permasalahanxagar kegiatanxpenelitian terarah dan tidakxmeluas maka 

permasalahan dibatasixpada alih fungsi lahan yang dijadikan tempat 

pemukiman penduduk sehingga menganggu ekosistem lingkungan sungai deli 

di kecamatan medan barat 

D. Perumusan Masalah 

 

Adapun peneliti menguraikan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara No.1 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) pada sungai deli di 

kecamatan medan barat? 
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2. Apa saja faktor penghambat terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatra 

Utara No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) 

terhadap keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat 

3.  Bagaimana analisis terhadap implementasi Perda Provinsi Sumatra Utara 

No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) terhadap 

keadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat ? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Padaxdasarnya bahwa tujuanxpenelitian adalah jawabanxyang ingin dicari 

dari rumusanimasalah. Dalam setiap penelitian yangxdi lakukan akanxmemiliki 

tujuan yangxhendak dicapai. Adapunxtujuan penulisxadalah sebagaixberikut: 

1. Untukxmengetahui efektivitas terhadap PerdaxProvinsi Sumatra Utara No.1 

Tahun 2014 tentangxPengelolaan DaerahxAliran sungai (DAS) di sungai Deli 

kecamatanxMedan Barat 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap implementasi perda 

provinsi sumatra utara tentang pengelolaan daerahxaliran sungai di sungai Deli 

kecamatanxMedan Barat 

3. Untuk mengetahui analisis masalah terhadap implementasi perda provinsi 

sumatra utara tentang pengelolaan daerah aliran sungai di sungai Deli 

kecamatan Medan Barat 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

Dixharapkan dapat memberikanxmanfaat dan kontribusixterhadap tataran 

teoritisxdan praktis. Adapunxkegunaannya: 

1. Secaraxilmiah diharapkanxagar penelitian dapatxmemberikan kontribusi 

pemikiran bagixsiapa saja yang tertarikxdengan topik pembahasanxbidang ini. 

2. Diharapkanxdapat menambah khasanahxilmu pengetahuan danxmenjadi bahan 

untuk didiskusikanxlebih lanjut dikalanganxakademisi maupunxpraktisi. 

3. Diharapkanxdapat memberikan penjelasanxkepada masyarakat mengenaiiuntuk 

menjagaxkondisi sungai agarxtidak tercemar danxbersih dalamxmenjalankan 

kehidupan dixmasyarakat 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Peraturan Daerah 

 

PeraturanxDaerah adalah peraturanxperundang-undangan yangxdibuat 

oleh DewanxPerwakilan Rakyat denganxdiberikan mandatxpersetujuan kepala 

daerahx(Gubernur/Bupati/Walikota). PeraturanxDaerah sebagai wujudiinterpretasi 

dalamipelaksanaan hak otonomi dalamipenyelenggaran otonomi daerah. Peraturan 

Daerahxhakiktanya sebagai bahanxpenajabran  dalam suatuxperaturan perundang-

undanganxyang lebih tinggi denganxmemperhatikan nilaixsosiologis,filosofis dan 

yuridis didalamnya. Aturan pokok dalam suatu peraturanxperundang-undangan 

adalah tidakxboleh bertnetangan dengan aturan perunang-undangan yangxlebih 

tinggi. Aturan itu umumnya dibentuk jika sudah dibuat dalam lembaran daerah .8 

Sedangkan,xTujuan pokok darixsuatu peraturan daerahxadalah dapat 

mewujudkanxkemandirian daerah danxmemberdayakan suatuxmasyarakat. Pada 

tahap prosesxpembuatan suatu peraturanxdaerah masyarakat berhakxmemberikan 

kritikanxmasukan baik secara lisanxmaupun non-lisanx(tertulis). Adanya 

keterlibatanxmasyarakat hakikatnyaxdimulai dari prosesxpenyiapan sampai pada 

waktu pembahasan rancangan rancangan perdaxhingga tahap aplikatifnya.xPada 

perkembangan lebihxlanjut, penerapan darixsuatu asas legalitasxdapat digunakan 

pulaxdalam bidangxhukum administrasixdan dalam prosesxadministarasi yang 

mencangkupxdidalamnya. 

 

 

 

 

 

8 Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala 

Daerah Secara Langsung ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005)hal 131-

132 
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Sebagaimanaxdikemukakan olehxH.D Stout. Menurutnya,xpemerintah harus  

tunduk kepadaxundang-undang. Dengan kataxlain, adanya asasxlegalitas yang 

menetapkanxsemua ketentuan yangxmengikat bagixwarga negara,xharuslah 

didasarkan padaxundang-undang. 

Terdapatxkewenangan dalam membuatxperaturan daerahxyang dimana 

harusxadanya wujudxnyata dalam pelaksanaanxhak otonomi yangxdimiliki oleh 

suatuxdaerah dan sebaliknya. Peraturanxdaerah adalah salahxsatu saranaxdalam 

penyelenggaran pada otonomi daerah. Peraturan daerah umumnya ditetapkan oleh 

kepalaxdaerah setelahxmendapatkan persetujuan darixDPRD. Padaxpembentukan 

suatu peraturanxdaerah haruslah berdasarkanxpada asas pembentukanxperaturan 

perundang-undanganxyang umumnyaxterdiri dari adanyaxkejelasan tujuan, 

kelembagaanxatau organxpembentukan, kesesuaian antaraxjenis dan materixyang 

bermuatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusanxdan keterbukaan 

Muatanxdalam suatu peraturanxdaerah haruslahxbaik mengandung asas 

pengayoman,xkebangsaan, kemanusiaanxkeadilan, sama di mataxhukum dan 

pemerintahan,xkepastian hukum, ketertiban, keseimbangan dalamiproses masukan  

baik secara lisanxmaupun tulisan. Dalamxtahap pembentukanxperaturan daerah 

masyarakat harusxdiikutsertakan dalam silah suara pendapat di masyarakat kepada 

pemerintah. Keterlibatanxmasyarkaat dapat dimulaixdari proses penyiapanxpada 

waktuxpembahasan rencana peraturanxdaerah.  
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Padaxtahap proses penetapanxsuatu peraturanxdaerah dapatxdilakukan 

denganxcara sebagaixberikut : 

Prosesxpenetapan suatu peraturanxdaerah dilakukan denganxpenetapan 

sebagaixberikut: 

a. Rancangan dalamxperaturan daerah telahxdisetujui dengan adanyaipenetapan oleh 

DPRDxkepada bupatixlalu disampaikan kepadaxpimpinan DPRDxkepada bupati 

yang dimanaxagar ditetapkan sebagaixperaturan daerah 

b. Rencanaxpenyampaian rancangan peraturanxdaerah disampaikan oleh pimpinan  

DPRD  kepadaxbupati dalam jangkaxwaktu minimal sekitarx7 hari, terhitung  

setelah sejakxtanggal persetujuan yang telahxdiberikan 

c. Lalu, Rancanganxperaturan daerah yangxditetapkan Bupati diberikanxpaling lama 

tiga puluhxhari. Peraturan daerah yangxsudah ditetapkan atauxdinyatakan sah 

apabilaxperaturan daerah tersebutxtidak bertentanganxdengan kepentingan-

kepentinganxumum. Suatu rumusanxperaturan perundang-undanganxharuslah 

mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) yang dapat diterima jika dikaji secara 

filosofis didalamnya. Pembenaranxitu haruslah sesuaixdengan cita-citaxkebenaran 

(ideaderwaarheid), dan cita-citaxkeadilan (idee der gerechtigheid)xserta cita-cita 

kesusilaanx(idee der zedelijkheid). Secaraxtegas Undang-Undang DasarxNegara 

Kesatuan RepublikxIndonesia memberikan keleluasaan untuk setiapxdaerah agar 

dapatxmelaksanakan pemerintahannyaxmasing-masing.9 Pembentukanxperaturan 

daerahxmerupakan kewenangan kepalaxdaerah bersama-sama denganxDPRD. 

Inisiatif pembentukanxperaturandaerah bisa berasalxdari kepala daerahxmaupun 

dari inisiatifxDPRD.9 

9 Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (Jakarta, Grafindo 

Persada) 2009, hal 113 
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Padaxpraktek pelaksanaanya dalamxmensinkronisasi lembagaxeksekutif 

dan legislatif padaxtahap ini Pemerintah Daerahxdan DPRD harusxwajib berpadu 

agarxdapat memberikan instrumenxhukum yang baikxdan responsifxdalam 

pelaksanaanxPemerintahan Daerah yangxdicita-citakan. 

Didalamxmaksud perencanaan pembuatanxperaturan perundangan 

terdapatxasas pembentukan peraturanxperundang-undangan terdapatxpada pasal 5 

undang-undangxno.12 tahun 2011 tentangxpembentukan perundang-undangan 

yaitu : 

Pasal 5 

 

Dalamxmembentuk peraturan perundang-undanganxharus dilakukanxberdasarkan 

pada asas pembentukanxperaturan perundang-undangan yang baik,yang meliputi : 

a. Kejelasanxtujuan 

 

b. Kelembagaanxatau pejabat pembentukxyang tepat 

 

c. Kesesuaianxantara jenis, hierarki, danxmateri muatan 

 

d. Dapatxdilaksanakan 

 

e. Kedayagunaanxdan kehasilan 

 

f. Kejelasan rumusanxdan 

 

g. Keterbukaam10 

 

Selanjutnya, Didalam peraturanxdaerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 

2014xtentang pengelolaanxdaerah aliran sungaix(das) dicantumkan tentang 

maksud, asas dan tujuan pada peraturan daerah tersebut. Pada peraturan 

 

 
 

10 Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- 

undangan 
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daerahxprovinsi sumatra utaraxno.1 tahun 2014 tentangipengelolaan daerah 

aliranxsungai (das)xpasal 2-4 yaitu : 

Pasal 2 

 

Maksudxdari pembentukan peraturanxdaerah ini adalahxsebagai pedomanxdasar 

dalam mengelolaxDAS yang merupakanxsalah satu sumberxutama kehidupan 

manusiaxdan satwa lainya secaraxserasi dan seimbang yangxdiselenggarakan 

melalui tahapan perencanaan,xpelaksanaan, monitoring danxevaluasi, serta 

pembinaan danxpengawasan. 

Pasal 3 

 

PengelolaanxDAS Terpadu dilakukanxberdasarkan asas: 

 

a. manfaatx; 

 

b. keadilanx; 

 

c. kebersamaanx; 

 

d. keterpaduanx; 

 

e. keberlanjutanx; 

 

f. partisipasix 

 

g. keseimbanganx; 

 

h. akuntabel danxtransparan; dan 

 

i. pengakuan terhadap kearifan lokal 

Pasal 4 

PengelolaanxDAS Terpadu bertujuan untuk: 

 

a. mewujudkanxkoordinasi, integrasi, sinkronisasixdan sinergi antar berbagai 

pihak dalamxpengelolaan sumberdaya alamxdan lingkungan DAS; 
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b.  mewujudkanxkondisi tata airxdi DAS yangxoptimal, meliputi jumlah, 

kualitasdanxdistribusinya; 

c. mewujudkanxkondisi lahan yangxproduktif sesuai dayaxdukung dan 

dayatampungxlingkungan DAS; dan 

d. mewujudkanxkesejahteraan masyarakat. 

 

Sehingga, Hakikatnya pada peraturan daerah tersebut menjelaskan 

tentang manfaat dalamipengelolaan daerahialiran sungai di provinsi sumatra utara. 

PengelolaanxDAS adalah upayaxmanusia untuk mengatur hubunganxtimbal balik 

antara sumberxdaya alam denganxmanusia didalam DAS dan segalaxaktivitasnya. 

Dalam pelaksanaan pengelolaanxsungai deli melibatkan masyarakat meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evalusasi serta 

partisipasi publik.  

Dapatxdisimpulkan bahwaxselain merupakan ekosistemxyang sangat 

penting bagixkehidupan makhluk hidup.xDaerah aliran sungaixperlu dijaga 

keselaranyaxagar daerah aliranxsungai dapat berfungsi denganibaik. Daerah aliran 

sungai perlu ditata keselarasanya agar daerah aliran sungai dapat berfungsi dengan 

baik. Jikaxsudah berfungsixdengan baik makaxdaerah aliran sungaixhulu tengah 

dan hilirxpun dapat berfungsixdengan baik pula 

B. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

DefinisixDaerah Aliran Sungaix(DAS) adalah adanyaxsuatu wilayah 

daratan yang secara wilayahxtopografi terdapat batasan olehxpunggung-punggung 

gunungxyang menampung danxmenyimpan air hujanikemudian disalurkan ke laut 

melaluixsungai utama. Terdapatxsuatu wilayah yangidinamakan daerah tangkapan 

air (DTA/CatchmentxArea).Catchment Area merupakan suatuxekosistem dengan 
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unsurxutamanya terdiri atasxsumber daya alam (air, tanahxdan vegetasi) (Asdak, 

2002). 

Pengertianxdaerah aliran sungai (DAS) tertuang di peraturan pemerintah no. 

 

37 tahun 2012xtentang pengelolaan daerahxaliran sungai di pasalx1 yaitu : 

 

Pasal 1 

 

‘’DaerahxAliran Sungai yangiselanjutnya disebut DASiadalah suatu wilayah 

daratan yangxmerupakan satukesatuan denganxsungai dan anak-anakxsungainya, 

yangxberfungsi menampung, menyimpanxdan mengalirkan airxyang berasal dari 

curahxhujan ke danau atau ke lautxsecara alami, yang batas di daratxmerupakan 

pemisahxtopografis dan batas dixlaut sampai denganxdaerah perairan yangxmasih 

terpengaruh aktivitasxdaratan’’ 

Secara eksplisitxdefinisi DAS jugaxterdapat di peraturan daerah provinsi 

sumatraiutara No 1 Tahun 2014xtentang pengelolaan daerahxaliran sungai terpadu 

pada pasalx1 (4) yaitu11 

Pasal 1 

 

‘’DaerahxAliran Sungai yangxselanjutnya disebut DASxadalah suatu 

wilyahxdaratan yangxmerupakan satu kesatuanxdengan sungai danxanak-anak 

sungainya, yangxberfungsi menampung, menyimpanxdan mengalirkanxair yang 

berasalxdari curah hujanxke danau atau ke laut secaraxalami, yang batasxdi darat 

merupakanxpemisah topografis danxbatas di laut sampai denganxdaerah perairan 

yang masihxterpengaruh aktivitasxdaratan.’’ 

 

 

 
 

11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara no.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Daerah Sungai Terpadu (DAS) 
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Permasalahan yang cukup pelik juga berkaitan dengan adanya daerah 

bantaran sungai. Bentuk konsep pada penataaan bantaranxsungai yangxterjadi 

berkembang selamaxini menyatu denganxkonsep pengelolaan lingkunganxsungai. 

Permasalahanyaxtimbul yakni pemanfaatanxlahan yang tidakxterkoordinasi dan 

lepas darixpengawasan pemerintahxmemacu semakin tidakxterkendalinya alih 

fungsi lahanxmenjadi kawasan terbanguniyang membuat kawasanibantaran sungai 

mengalami kerusakanxlahan. 

Pengertianxbantaran sungai terdapatxpada peraturan pemerintahxno.38 

tahun 2011xtentang sungaixpasal 1xyaitu : 

‘’Bantaranxsungai adalah ruangxantara tepi palungxsungai danxkaki 

tanggulxsebelah dalamxyang terletak di kirixdan/atau kanan palungxsungai.’’12 

Konsepxpemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai di sungai deli, 

padaxumumnya mengalami kecenderunganxyang tidak terkontrol pada persebaran 

bangunan padaxdaerah aliran sungaixyang berdampak padaxpenurunan kualitas 

sungai. Selainxdaripada itu masyarakat yangxmenempati bantaran sungai, terbiasa 

denganiaktivitas membuang sampahidan limbah rumah tanggaxlangsung ke badan 

airxsungai. 

Salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menganggu kestabilan 

fungsi daerah bantaran sungai yaitu faktor manusia dan faktor alam. Tidak dapat 

dipungkiri terjadinya berupa bencana alam seperti gunung meletus,tanah longsor 

merupakan kehendak alam. Sedangkan, faktor manusia merupakan faktor yang 

berasal dari ulah kegiatan manusia itu sendiri. Kegiatan-kegiatan manusia yang 

ada disekitaran bantaran sungai deli menyebabkan kerusakan lahan dan 

berubahnya fungsi utama sungai. 

 
12 Peraturan Pemerintahan No.38 Tahun 2011 tentang sungai 
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Daerah Aliran Sungai yang rusak adalah daerah penebangan hutan yang 

menyebabkan penggundulan hutan secara berlebihan di daerah pemukiman 

penduduk. Adanya alihxfungsi lahan hutanxmenjadikan lahanxperkebunan dan 

menjadikanxlahan pertanian.xPertumbuhan pada jumlahxpenduduk sangat 

mempengaruhixpenggunaan  lahan. Pertumbuhanijumlah penduduk yangisemakin 

hari semakin meningkatxmenyebabkan kebutuhan lahanxsebagai sarana 

bermukiman. 

Lahan kritisxdapat dikatakan sebagaixtempat lahan yangxsangat telah 

memberikan kerusakan. Sehinggaimasalah ini menyebabkanxberkurangnya fungsi 

tata airxdan berubahnya fungsixproduksinya pada sampaixbatas yangxditentukan 

sehingga tanaman tidakxmendapat cukup air danxunsur hara. Adanyaxlahan kritis 

ditandaixoleh rusaknya strukturxtanah serta adanyaxpenurunan kualitasxdan 

kuantitas bahanxorganik. Pada pengelolaanxlahan, lahan perluxdikelola dengan 

teknologixkonservasi yang benarxuntuk menjaga agarxlahan terlindung dari erosi. 

Erosixdisini bukan hanyaxmerusak tanah namnunxjuga dapat merusakxtata air 

dalam daeraxaliran sungai yangxdapat menyebabkanxlahan kritis. 

Secara harfiah penjelasan pada pasal tersebut bahwasanya daerah aliran 

sungai (DAS) sebagai tempat menampung dan menyimpan air yang berasal dari 

hujan. Agar, tidak terjadinya bencana banjir dan berbagai permasalahan yang akan 

timbul jika tidak dimanfaatkan secara baik. Fungsi suatu Daerah Aliran Sungai 

(DAS) sebagai fungsi gabungan yakni sebagai tempat penampungan air melalui 

vegetasi, bentuk wilayah (topografi) tanah, dan manusia. Maka, Apabila terdapat 

mengalami perubahan akan mempengaruhi ekosistem DAS tersebut. Sedangkan, 

Perubahan ekosistem juga mempengaruhi fungsi DAS sebagai tempat 

penampungan air (Catchment Area). 
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Permasalahan yang sering timbul dari suatu ekosistem DAS yakni berasal 

dari penghuni dalam suatu DAS yaitu manusia. Apabila, dalam suatu DAS 

terganggu maka secara otomatis fungsi dari suatu DAS juga terganggu pula. 

Berbagai fungsi yang akan terganggu jikalau tidak dimanfaatkan secara baik yakni 

terganggunya sistem hidrologi, penangkapan curah hujan, tempat resapan menjadi 

berkurang, atau sistem penyalurannya menjadi sangat boros. Peristiwa tersebut 

menyebabkan melimpahnya air pada musim hujan sehigga banjir, dan sebaliknya 

sangat minimumnya air mengakibatkan musim kemarau. Lalu, permasalahan lain 

yaitu adanya pendirian bangunan disekitar DAS tanpa adanya izin. 

Terdapat aturan bahwasanya dalam pendirian bangunan di bantaran 

sungai di Daerah Aliran Sungai tidak kurang dari 10-20 meter. Jika, Terdapat 

pendirian bangunan di bantaran sungai diatas ukuran 10-20 meter maka telah 

melanggar hukum.  

Tertuang pada pasalx9 Peraturan Pemerintahx(PP) RepublikxIndonesia 

Nomorx38 tahun 2011xTentang Sungaixyaitu : 

Pasalx9 

Garisxsempadan pada sungaixtidak bertanggul dixdalam kawasanxperkotaan 

sebagaimanaxdimaksud dalam Pasal 8xayat (2) huruf axditentukan: 

a. palingxsedikit berjarak 10xm (sepuluh meter) darixtepi kiri danxkanan palung 

sungai sepanjang alurisungai, dalam hal kedalamanxsungai kurang darixatau sama 

denganx3 m (tiga meter); 

b. palingxsedikit berjarak 15xm (lima belasimeter) dari tepi kiri danikanan palung 

sungai sepanjangxalur sungai, dalam halxkedalaman sungai lebihxdari 3 m (tiga 

meter) sampaixdengan 20 m (dua puluhxmeter); dan 
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Terdapat fungsi vital Daerah Aliran Sungai adalah sebagai fungsi 

hidrologis,xdimana fungsi inixsangat dipengaruhi olehxjumlah curah hujanxyang 

diterima, geologixdan bentuk lahan. Fungsixhidrologis yangxditujukan termasuk 

kapasitas DASxyang digunakan untukxmengalirkan air, menyanggaxapabila 

kejadian puncakxhujan, melepaskan airxsecara bertahap, memeliharaxkualitas air 

sungai,xserta mengurangi pembuanganxmassa (sepertixbencana longsor). Fungsi 

DAS yaituxfungsi gabungan yangxditujukan oleh seluruhxfaktor yangxada pada 

DAS dixsungai delixtersebut.Fungsinya yaitu vegetasi, bentuk wilayah(topografi), 

tanah danxmanusia. Apabila salahxsatu faktor tersebutxmengalami perubahan, 

makaxhal tersebutxmenyebabkan gangguanxterhadap bekerjanyaxfungsi utama 

DAS. 

Sumgaixsebagai fungsi utama dalam DAS dapat dikatakan sebagai sarana 

yang cukupxpenting dalam pengurasanxunit hidrologik. Padaxwaktu akhir ini 

wilayah DaerahxAliran Sungai menjadixpusat perbincangan karenaxberbagai 

sebab antaraxlain di daerah sungaixdipandang tidak hanya sebagaiiunit hidrologis, 

namunisebagai unixpembangunan. Terdapat jumlah DASxdi Indonesinesia sekitar 

35 buah, sebagian besar sungai terdapat permasalahan seperti adanya gejala ringan 

yangxdisebabkan oleh pengelolaanxdan penggunaan hutan, tanahxdan airxyang 

kurangxmendukung dalam pembangunanxberkesinambungan.13 

PengelolaanxDaerah Aliran Sungaixdapat dikatakan sebagaixupaya balik 

yang dilakukan manusia dengan segalaiaktivitasnya. Tujuan daripadaxaktivitas ini 

untukxmembina kelestarian danxkeserasian ekosistem dalamxmemperdayakan 

kemanfaatisumberdaya alam bagiimanusia. Pengelolaan DASxdapat dikategorikan 

sebagaixperlibatan beberapa disiplinxilmu, bekerja secaraxmulti disipin dalam 

pengendalianxdan pengembangan sumberxdaya dengan masukanxmanajemen dan 

teknologi untukxmeningkatkan kesejateraanxmasyarakat.  PengelolaanxDaerah 

AliranxSungai khususnya di sungaixDeli meliputi pengelolaanxsumber daya air, 

pengelolaanxlahan, pengelolaahan sumberxdaya lahan, vegetas atauxhutan dan 
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adanyaxpembinaan sumber daya manusiaxatau masyarakat. Upayaxyang sering 

dilakukan dalamxpengelolaan DAS terdapat pada penataan,xpemulihan, penataan, 

pengendalian, pemeliharaan,xpengawasan, pemanfaatan danipengembangan untuk 

menujuxpembangunan berwawasanxlingkungan danxberkelanjutan (Gunawan, 

2003).14 Forum DASxadalah salah satu organisasixberstatu mandirixyang sengaja 

dibentuk bertujuanxmewadahi sejumlahxstakeholders yangxdilibatkan secara 

langsung maupunxtidak langsung dalamxpengelolaan, yang dimanaxterkena 

dampaknyaxatau yang mendapatxmanfaat dari pengelolaanxDAS. Anggota Forum 

DAS biasanyaxterdiri dari perwakilanxpemerintah, duniaxusaha, danxbeberapa 

kelompok masyarakatxsipil di bantaranxsungai termasuk sejumlahxkalangan 

peneliti danxakademisi. Melaluixkomposisi fakultataif padaxmasing-masing DAS 

dapat dipengaruhi sesuai situasi. Wilayah kerja masing-masing anggota bervariasi, 

adaxyang mencakupxsatu DAS danxada pula yangxberdasarkan wilayah 

administrasixpemerintahan daerah,xprovinsi atauxkabupaten. Fungsiiutama adalah 

dapat membangung koordinasi antar stakeholders yang dapat menyelaraskan 

kepentinganxhingga memberikanxrekomendasi dalam setiapxtahapan proses 

pengelolaanxDAS.15 

Dalamitahapan kegiatan-kegiatan pengelolanijuga tercantum pengelolaan 

yang dapatxdilakukan agar dapatimengelola daerah aliranisungai deli dengan baik. 

Peraturanxini terdapatxpada peraturan daerahxprovinsi no.1 tahunx2014 tentang 

pengelolaanxdaerah aliranxsungai pasal 19-21xyaitu : 

Pasal 19 

 

KegiatanxPengelolaan DASxdilaksanakan pada: 

 

a. DAS yangxakan dipulihkan dayaxdukungnya; dan 

 

b. DASxyang akanxdipertahankan dayaxdukungnya. 

 

Pasal 20 

 

(1) Pelaksanaanxkegiatan Pengelolaan DASxyang akan dipulihkan 

dayadukungnya sebagaimanaxdimaksud dalamxPasal 19 huruf a, meliputi: 
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15Evi Irawan, DINAMIKA PENCAPAIAN KONSENSUS DALAM FORUM 

KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI: SUATU PEMODELAN 

BERBASIS AGEN,Vol.2 No.1, April 2018 Hal 45-60 
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a. optimalisasixpenggunaan lahanxsesuai dengan fungsixdan Daya 

Dukung wilayah; 

b. penerapan teknikxkonservasi tanahxdan air dilakukan dalam rangka 

pemeliharaanxkelangsungan daerah tangkapanxair, menjagaxkualitas, 

kuantitas, kontinuitas dan distribusixair; 

c. pengelolaanxvegetasi dilakukan dalam tanggap pelestarian keaneka 

ragaman hayati,xpeningkatan produktivitasxlahan, restorasixekosistem, 

rehabilitasixdan reklamasixlahan; 

d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalampengelolaan 

DAS; dan I atau 

e. pengembanganxkelembagaan PengeiolaanxDAS untuk meningkatkan 

koordinasi, integrasi, sinkronisasixdan sinergi lintasxsektor dan 

wilayahxadministrasi. 

(2) Pelaksanaanxkegiatan sebagaimana dimaksudxpada ayat (1) dilakukanxsesuai 

persyaratanxteknis masing-masingxkegiatan' 

Pasal 21 

 

(1) Pelaksanaanxkegiatan Pengelolaan DASxyang dipertahankan daya dukungnya 

sebagaimana dimaksudxdalam Pasal 18 hurufxb, meliputi: 

a. menjagaxdan memelihara produktivitasxdan keutuhanxekosistem dalam 

DAS secaraxberkelanjutan; 

b. bimbinganxteknis dan fasilitasi dalarn rangka penerapan teknik konservasi 

tanah danxair demi kelangsunganxdaerah tangkapanxair,untuk menjaga 

kualitas,xkuantitas, kontinuitas danxdistribusi air; 
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c. peningkatanxkoordinasi, integrasi, sinkronisasiidan sinergi antar sektordan 

wilayahxadministrasi dalam rangkaxmempertahankan kelestarian vegetasi, 

keanekaragaman hayati danxproduktivitas lahan; danxatau 

d. peningkatanxkapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk 

meningkatkanxkoordinasi, integrasi, sinkronisasixdan sinergixlintassektor 

dan wilayahxadministrasi. 

(2) Pelaksanaan kegiatanxsebagaimana dimaksud padaxayat (1) dilakukanxsesuai 

persyaratanxteknis masing-masingxkegiatan.16 

Maka, Dalam pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan pelaksanaan 

yang berperan dalam memonitoring segala kegiatan dikawasan sungai. Harus 

adanya optimalisasi daya dukung lahan sehinga tidak disalahgunakan menjadi 

tempat pemukiman lahan di kawasan sungai deli. Pengelolaanxdaerah aliran 

sungai  (DAS)xmerupakan  bagianxdalam  upaya   menjaga  xketahanan sumber 

daya  air.  Bila  DAS  terawatxdengan   baik, keberlanjutanxpemanfaatan   sumber 

dayaxair dapatxbertahan hingga dixmasa yang akanxdatang. 

NamunxBanyak DAS dixIndonesia yang justruxmengalamikerusakan 

(Nugroho, 2011). Berbagaixhasil penelitianxjuga mengkonfirmasixterjadinya 

kesenjanganxkondisi pengelolaan antaraxlain dalam bentukxkurangnya partisipasi 

paraxpihak dalamxmemelihara lingkungan, pelaksanaan peraturanxyang belum 

maksimal,xpenegakan hukumxyang tidak berjalanxdan sebagainya (Nikijuluw, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran 

sungai 
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Adanyaxperubahan dalam kondisixDAS seperti penggundulanxhutan, 

usaha pertanianxyang tidak tepat, perluasanxdaerah kota, danxadanya perubahan 

tatagunaxlainya yang dapatxmembentuk masalah banjirxkarena meningkatnya 

aliranxbanjir. Perubahanxtataguna lahanxsangat memberikanxkontribusi besar 

terhadap naiknyaxjumlah kuantitas danxkualitas banjir, kawasanxkumuh dan 

sampah. Perumahan kumuh disepanjangan bantaran sungai mengakibatkan adanya 

penghambatanxaliran air. Masalahxkawasan kumuh inixmenjadi salah satuxfaktor 

vital yangxterjadinya banjir di daerahxperkotaan. Kebiasaanxmasyarakat untuk 

membuangxsampah pada tempatxyang tidak diperuntukanimembuat permasalahan 

menjadi lebihxrumit dan banyaknyaxmasyarakat melanggarxdengan membuang 

sampah langsungxkesungai. Halxini biasa terjadixdi kotaxbesar..17 

C. Alih Fungsi Lahan 

 

Pengalihanxfungsi lahan terbiasa disebutisebagai daerah konservasi lahan 

yang dimana awal mulanya(seperti direncanakan) untuk menjadi daerah kawasan 

hijau menjadixfungsi lain yangxmenjadikan dampak negatifx(masalah) terhadap 

lingkungan danxpotensi lahan ituxsendiri. 

Pengalihan alih fungsi lahan dapat dimaksudkan sebagai temoat 

perubahanxuntuk penggunaan lainidisebabkan oleh faktor-fkatoriyang secara garis 

bersar meliputixkeperluan untuk memenuhixkebutuhan penduduk yangxmakin 

bertambahxjumlahnya dan semakinxmeningkatnya kewajibanxmasyarkat terhadap 

mutuxkehidupan yang lebihxbaik. Perubahan lahan terkadang menyebabkan 

kerusakan baik secara materil bagi masyarakat dan juga lingkungan. 

 

 

 

 

 
 

17Farid Aulia,Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sungai Deli Di Kota Medan 

, Volume6, Nomor1, Januari–Juni2018 hal 1-5 
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Umumnya segala pemanfaatan lahan digunakan dalam berbagai kegiatan 

manusia. Penggunaan Lahan (Land Use)adalah penggunaan lahan meliputi segala 

aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan.xMenurut Malingreau,xPenggunaan 

lahanxdapat dikatakan sebagaixcampur tangan manusiaibaik secara permanen atau 

periodikxterhadap suatuxlahan. Penggunaanxlahan tersebut memiliki beberapa 

tujuan baik itu untuk memenuhixkebutuhan, kebendaan,xspiritual maupun 

keduanya.xDalam pembangunan suatu wilayah pembangunan suatu wilayah 

sangat vital dalam perencanaan wilayah.18 

Terjadinya penambahan jumlah penduduk masih terus terjadi hingga 

sampai saat ini. Penambahan jumlahnyaxdari tahun kextahun terusxmengalami 

penambahan. Meningkatnya jumlah pada masyarakat dapatimempengaruhi tingkat 

kebutuhanxterhadap tempatxtinggal. Hal tersebutxmenyebabkan terjadinya 

pembukaanxlahan baru yangxdimana akan beralihxfungsi sebagaixtempat 

pemukiman. Padaxsaat ini banyakxlahan-lahan pertanianxyang dialihxfungsikan 

menjadixtempat pemukiman. Sehinggaxberkurangnya luhan lahan pertanian 

maupun lahan hijau yang justru menjadi tempat pemukiman. Sebagian besar 

tempat lahan yang diubah fungsinya (alih fungsi lahan). Lahan hijau diubah 

fungsikan menjadi tempat pemukiman.Pada umumnya daerah lahan pertanian 

tersebut yang fungsi mulanya sebagai areal penghijauan berubah fungsi menjadi 

lahan non pertanian, seperti kompleks atau perumahan. Terdapat kekurangan 

lahan pertanian disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

menjadikan fungsi pertanian sebagai vital di masyarakat. Lahan hijau kebanyakan 

diubah menjadi daerah pemukiman tempat tinggal hingga menyebabkan 

permasalhan kompleks. 

Lazimnya, MenurutxLestari bahwasanya alihxfungsi lahan disebutisebagai 

konversi lahan yakni perubahan fungsiisebagaian atau seluruhxkawasan lahan dan 

18 Malingreau, Ritohardoyo. Penggunaan dan tata guna lahan. (Fakultas geografi 

UGM:Yogyakarta) 2002 hal 9 
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fungsinyaxsemula (seperti yangxdirenanakan) menjadixfungsi lain yangxmenjadi 

dampakxnegatif (masalah) terhadapxlingkungan dan lahanxtersebut.  

Penggunaanxalih fungsi lahanxdapat diartikan sebagaixperubahan lahan 

yang padaxumumnya disebabkanxsecara garis besarxfaktor yangxmeliputi dalam 

keperluanxpemenuhan kebutuhan pendudukxyang makin bertambahxjumlah 

penduduknya. Tujuan utama mereka dalam mengalih fungsi lahanimereka sebagai 

tempat tinggal atau memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih baik.19 

Adanya dorongan perubahan dalam penggunaan lahan ke pemukiman 

umumnya disebabkan beberapa hal, Terdapat diantaranya lahan pemukiman yang 

dapat memberi nilai tambah (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

untuk usaha sektor pertanian atau lahan penghijauan. Lahanxpertanian tidak juga 

berfungsi sebagai alat untuk budidaya padi, namun juga menjadikan lahan sebagai 

tempatxuntuk menampung airxlimpasan, pengendalixbanjir danxjuga sebagai 

pelestarianxlingkungan. pengendalixbanjir dan pelestarianxlingkungan. Apabila 

sehamparanxlahan sawah beralihifungsi untuk pembangunan kawasan perumahan, 

hotel atauxindustri makaxdengan sendirinya lahanxdisekitarnya akanxterkena 

pengaruh darixkonversi tersebut. Lahanxuntuk menampung kelebihanxair akan 

semakin berkurangxsehingga bencanas epertixbanjir akan semakin seringxterjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Mustofa.analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di 

kabupaten demak(fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang,2011) di akses 

http://www.academia.edu 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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D. Penegakan Hukum 

 

Padaxdasarnya penegakan hukumiadalah suatu proses untuk mewujudkan 

adanyaxkeinginan hukum menjadixkenyataan. Adanya hasratxkeinginan hukum 

dimaksud adalahxteologi pemikiranxbadan pembentukxundang-undang yang 

dirumuskanxdalam peraturan hukumxtersebut. Serta, Padaxproses penegakan 

hukumxpuncaknya pada pelaksanaanyaxoleh para pejabatxpenegak hukumxitu 

sendiri. 20 

Kepastianxhukum juga diartikanxsebagai perlindungan terhadap tindakan 

sewenang-wenang. Maksudnyaxbahwa seseorang akan dapatxmemperoleh sesuatu 

yang ditujukanxdalam keadaanxtertentu. Adanyaxkeinginan masyarakat 

mengharapkanxadanya kepastian hukumxkarena hanyaxdengan kepastianxhukum 

masyarakatxdiharapkan dapat lebihxtertib lagi. Hukumxjuga bertugasxuntuk 

membuat kepastianxhukum serta masyarakatxdiharapkan dapat lebihxbaaik dalam 

ketertibanxmasyarakat. 

Padaxperaturan daerah provinsixsumatra utara no.1xtahun 2014 tentang 

pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (DAS)xdiatur tentang kedudukan hukum 

dalamxpengelolaan aliran sungaixdeli. Terdapat padaxpasal 39 yaitu 

Pasal 39 

 

(1)  Setiapxorang dilarang memanfatkanxDAS yang tidakxsesuai dengan 

peraturanxperundang-undangan. 

(2) Laranganxpemanfaatan DAS sebagaimanaxdimaksud pada ayat (1) 

meliputixkegiatan ; 

a. alih fungsixkawasan hutan dan lahanxyang tidak sesuai denganxperuntukannya; 
 

 

 

 

 

20 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung:Sinar Baru) 1983 hal. 24 
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b. kegiatanxlainnya yangxdapat menimbulkanxkerusakan lingkunganxhidup di 

kawasanxDAS. 

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat {21 

diancampidana sesuai peraturan perundang-undangan. 

Jelas, tentang aturan dasar tentang penggunaan lahan daerah aliran sungai 

deli tidak sembarangan digunakaan dalam lingkup kemasyarakatan. Dalam 

penggunaan aliran sungai deli hanya diproritaskan sebagai ruang terbuka hijau 

sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Serta, Tentang aturan 

sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang telah menyalahgunakan alih fungsi 

lahan tertuang di pasal 45 yaitu : 

Pasal 45 

 

(1) Setiapxorang yang melanggarxketentuan Peraturan Daerahxini, diancam 

dengan pidanaxpaling lama 6x{enam) bulan kurunganxatau denda paling 

banyakxRp. 50.000.00,- (lima puluhxjuta rupiah) 

(2) Selainxsanksi sebagaimana dimaksudipada ayat {1} juga dikenakan sanksi 

sesuaixdengan PeraturanxPerundang-undangan. 

Maka, Dapat disimpulkan bahwasanya dalam urusan hukum terhadap 

para pelanggar sudah diatur sedemikian rupa. Tujuannya agar anggota 

masyarakat dapat memahami fungsi kawasan sungai sebagai tempat daerah 

resapan air (catchmenet area). 
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E. Siyasah Dusturiyah 

 

SiyasahxDusturiyah merupakanxbagian dari fikihxsiyasah yangibertujuan 

dan berfokus dalam pembahasan tentang kajian perundang-undangan pada suatu 

negara. Pada kajian ini berkaitan dengan pembahasan tentang konsepxkonsitusi 

(undang-undangxdasar negara danxsejarah lahirnyaxperundang-undangan dalam 

suatuxnegara). Legalisasi atau implementasi (bagainana cara perumusan undang-

undang). Lembagaxdemokrasi dan syura jugaxdapat dikatakan sebagai pilar utama 

dalamxperundang-undangan tersebut. Lalu,xKajian ini jugaxmembahas tentang 

negara hukumxsiyasah dan hubungan timbalxbalik antara pemerintahxdan warga 

negaraxserta hak wargaxnegara yang wajibxdilindungi.21 Fikih Siyasah dusturiyah 

juga biasanyaxdibatasi hanyaxpada pembahasanxpengaturan danxperundang-

undangan yangxdi tuntut oleh ihwalxkenegaraan dari sudutxpersesuaian dengan 

prinsip-prinsipxagama dan haruslahxada realisasixkemaslahatan manusiaxdalam 

memenuhixkebutuhanya. 

MenurutxAbul A’la al-Maududi mendefinisikan Siyasah dusturiyah 

adalah : 

SiyasahxDustiriyah adalah suatuxdokumen yang memuatxprinsip-prinsip 

pokok yang menjadixlandasan pengaturan suatuxnegara 22 

Darixpengertian diatas dapatxdipahami bahwasanyaxkata dusturxsama 

denganxconsitution dalam bahasaxinggirs, atau Undang-UndangxDasar dalam 

bahasaxIndonesia. Kata-kata ‘’dasar’’ dalam konteks bahasa indonesia tidak 

mustahilxberasal dari pemahamanxpengertian bahasaxdiatas. Pembahasan tentang 

konsitusi inixberkaitan dengan sumberxdan kaidah peraturanxperundangan dalam 

suatuxnegara. Baik sumberxmaterial, sumberxsejarah, sumberxperundangan, 

 

21 Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam‛. 

(Jakarta: Prenadamedia Group) 2014, hal 177 
22 H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari‟ah, (Jakarta: Kencana,) 2003 hal 47 
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maupunxsumber penafsirannya. Sumberxmaterial adalah hal-halxyang berkenaan 

denganxmateri pokokxundang-undang dasar. Intixpersoalan dalamxsumber 

konstitusixini adalahxperaturan tentang hubunganxantara pemerintahxdan rakyat 

yang diperintah.xPeran siyasah dusturiyahxdalam suatu peraturanxperundang-

undangan tentuxmemiliki ciri khasxtersendiri. 

Peranxsungai adalah tempatxmengalihnya air darixsumber air menuju 

ketempat yangxlebih rendah (laut) danxbiasanya terbentuk secaraxalami. air yang 

merupakanxsumber penghidupan bagixsetiap mahluk hidupxmemiliki fungsi yang 

dimensional,xair berfungsi untuk minum, mandi, mencuci, alat bersuci, menyiram 

tanaman danxlain sebagainya Pendapatxulama tentangxmembangun bangunan di 

sungai dalamxkitab fiqhxhanya berfokus tentangxmemelihara sungaixdan jarang 

membicarakan secaraxlangsung membangunxbangunan dixsungai. Dalamxaspek 

membangunxbangunan di bantaranxsungai perlu diluhat dariibeberapa aspek yaitu 

aspek hakimilik dan hakipakai. Ditinjau dari segixfungsi makaxsungai merupakan 

aspekxumum danxtidak digunakanxsecara perorangan. 

  Asas Muatan Perundang-undangan 

MenurutxAbdul WahhabxKhallaf, prinsip-prinsipxyang diletakkanxIslam dalam 

perumusanxundang-undang dasar inixadalah jaminan atasxhak asasixmanusia, setiap 

anggotaxmasyarakat dan persamaanxkedudukan semua orangxdi mata hukum,xtanpa 

membeda-bedakan stratifikasixsosial, kekayaan,xpendidikan, dan agama.xPembahasan 

tentangxkonstitusi ini jugaxberkaitan dengan sumberxsumber dan kaidahxperundang-

undangan di suatuxnegara, baik sumberxmaterial, sumber sejarah,xsumber perundangan, 

maupun sumberxpenafsirannya. 
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Berdasarkan sanad hadis 

Berdasarkanxsanad hadis darixibnu majahxmenyebutkan melaluixjalur 

Sufyân dari AbuxZinad,dari Al‟Araj, darixAbu Hurairah, darixNabi SAW 

 

 
(tiga perkaraxyang tidak dicegahx[untuk mengambilnya]; air, 

rerumputanxdan api).(Hadis RiwayatxAhmad)23 

Al Khaththabixberkata, “maksudnyaxadalah rerumputan yangxtumbuh di 

tanahxtanpa pemilik, danxair yang mengalirxpada tempat yang tidakxdimiliki 

olehxseseorang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api 

adalahxbatu yang digunakanxuntuk menyalakanxapi.”  

Pendapat ulama klasik dan kontemporer 

Fiqh Klasih merupakan kajian ilmu hukum yang berkembang pada masa 

periode kenabian dan muncul tidak sekedar dalam memenuhi keinginan 

masyarakat pada zamanya  

Sedangkan Fikih kontemporer membahas tentang kajian hukum fikih pada masa 

sekarang.  Pendapat para ulama klasik dan kontemporer tentang pengelolaan 

daerah aliran bantaran sungai yaitu : 

   An-Nasai (Ulama Klasik)| 

Terdapat dalam khazanah fiqh islam menyebutkan bahwasanya dalam bab 

khusus disebutkan dalam bab khusus tentang Ikhya al mawat (menyuburkan tanah 

yang mati atau gersang)  yaitu : 

‘’ Barang siapa yang berupaya menyuburkan tanah yang gersang( dengan 

menanam pohon lainnya)  maka baginya berhak mendapatkan pahala’’ (H. R. 

An-Nasai, dishahihkan Ibnu Hibban, as-Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah Juz III : 

136).   

 

 

23 Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jilid 9 (Kairo, 

Darul Hadis) 2012, hal 130 
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Prof. Dr. Moh Yusof bin Haji Othman (Ulama Kontemporer) 

‘’Pentingnya memelihara sungai menjadi acuan utama dalam 

pembangunan peradaban manusia melalui perawatan konsep alam. Melalui 

hubungan kaitan antara alam dan manusia diharapkan dapat memberikan 

sumbangsi asas pemeliharan agama, manusia serta alam.’’ 

Serta terdapat juga didalam Al-quran untuk tidak berbuat kerusakan 

dimuka bumi seperti tertuang didalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman : 

 
Artinya : ‘’Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.’’ (Qs:Al-Qasas:77)24 

Maka, Allah telah memperingatkan manusia untuk tidak berbuat 

kerusakan di muka bumi. Tujuan allah dalam firman ini agar manusia 

melestarikan lingkungan melalui aturan yang berlaku 

Tujuan daripada perda provinsi no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan 

daerah aliran sungai terpadu (DAS) adalah mensjamin tentang keberadaan 

ekosistem daerah kawasan aliran sungai. Peran peraturan daerah no 1 tahun 2014 

tersebut sebagai wujud hubungan timbal balik antara pemerintah dengan 

masyarakat khususnya masyarakat bantaran sungai.Lalu, Pada peraturan daerah 

tersebut memiliki tujuan yang dapat dianalogikan bagi perkembangan umat. 

Terdapat pada pasal 2-4 yaitu : 

24Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahan, hal 623 
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Pasal 2 
 

Maksudxdari pembentukan PeraturaniDaerah ini adalah sebagai pedoman 

dasar dalamxmengelola DAS yangimerupakan salah satu sumber utama kehidupan 

manusia danxsatwa lainnya secaraxserasi dan seimbangxyang diselenggarakan 

melalui tahapanxperencanaan, pelaksanaan,xmonitoring danxevaluasi, serta 

pembinaan danxpengawasan. 

Pasal 3 

 

PengelolaanxDAS Terpadu dilakukanxberdasarkan asas: 

 

a. manfaatx ; 

 

b. keadilanx; 

 

c. kebersamaanx; 

 

d. keterpaduanx; 

 

e. keberlanjutanx; 

 

f. partisipasix 

 

g. keseimbanganx; 

 

h. akuntabelxdan transParan; dan 

 

i. pengakuan terhadap kearifan lokal 

Pasal 4 

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk: 

 

a. mewujudkanxkoordinasi, integrasi, sinkronisasixdan sinergi antarxberbagai 

pihakxdalam pengelolaanxsumber dayaxalam danxlingkungan DAS 

b. mewujudkanxkondisi tata air dixDAS yang optimal, meliputixjumlah, kualitas 

danxdistribusinya; 
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c. mewujudkanxkondisi lahanxyang produktif sesuaixdaya dukungxdan daya 

tampungxlingkungan DAS; dan 

d. mewujudkanxkesejahteraan masyarakat25 

 

Maka, peneliti dapat menyimpulkan kaitan peraturan daerah provinsi no 

1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (DAS) memiliki 

kesamaan dengan siyasah dusturiyah. Kesamaanya terletak peran peraturan 

sebagai akidah aturan normatif dalam lingkup masyarakat. Peran peraturan daerah 

tersebut memiliki manfaat yang cukup signifikan dengan keberlangsungan umat 

islam di kawasan bantaran sungai. Karena, Dapat memenuhi segala keperluan  

bagi umat muslim sendiri Pada kawasan daerah aliran sungai terdapat aliran air 

yang mengalir dari hulu hingga hilir. Penggunaan kawasan daerah aliran sungai 

tidak dapat dipungkiri menggunakan air sebagai pemenuhan kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25Peraturan daerah provinsi sumatra utara no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran 

sungai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Apabila ditinjau dari segi sudut jenis datanya maka pendekatan yang 

digunakan merupakan penelitian yang bersifat pendekatan kualitatif. Maksud 

daripada pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk dapat memahami fenomena yang ada tentang apa yang dialami oleh subjek 

peneltian secara holistik, dan dengan cara bentuk deskriptif kata-kata dan bahasa, 

hingga pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). 

Pada saat melakukan penelitian ini diperlukan adanya metode atau cara 

penelitianxyang disesuaikan denganxpokok permasalahanxyang akan ditelit yang 

dimanaxbertujuan untukxmendapatkan data danxinformasi dalamxmendukung 

penulisan ini. Langkah-langkahxdidalam memecahkanxpermasalahan tersebut 

merupakan metodexuntuk mencapai tujuanxpenelitian yang akanxdiguanakn. 

MenurutxNawawi (1991 :61) bahwa  ‘’ metodexpada dasarnya adalahxcara untuk 

mencapaixtujuan ‘’ 

Penelitianxini menggunakan jenisxpenelitian kualitatif dengan 

menggunakanxpendekatan deskriptif kualitatif. Tujuanipenelitian kualitatif adalah 

untuk mendapatkanxuraian mendalam tentangxucapan, tingkahxlaku yangxdapat 

diamati darixsuatu individu,xkelompok, masyarakatxmaupun organisasixtertentu 

yang dikajixdari sudut pandangxyang utuh danxmenyeluruh.26 

 

 

 

 

 

26 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

) 1993 hal 105. 
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Subjekxyang diteliti dalamxhal ini adalah Pemerintahxdaerah yangxberada 

diKelurahan Seixagul Kecamatan MedanxBarat .dan objekxpenelitiannya ialah 

masyarakatxyang berada dixLingkungan Kelurahan Sei xgil Kecamatan Medan 

Barat yang menetap di pinggiran sungai deli.  Adapun pemerintah pada 

kabupaten/kotaxmelakukan sesuai kewenanganyaxyaitu adanyaxpemberdayaan 

masyarakat secaraxterencanan dan sistematisxdalam pengelolaanxsungai yaitu 

melakukanxkegiatan sosialisasi, berkonsultasixbersama masyarakat danxadanya 

tumbuhanxkeinginan partisipasixmasyarakat 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

 

LokasixPenelitian adalahxtempat dimana penelitiax dilakukan. Penetapan 

lokasixpenelitian merupakan tahapxyang sangat vitalidan penting dalam penelitian 

kualititatif. Denganxadanya penetapan lokasixpenelitian berarti objekxdan tujuan 

sudahxditetapkan sehingga bertujuanxdimudahkannya penulis dalamxmelakukan 

penelitian . Lokasi inixbisa di wilayah tertentuxatau suatu lembagaxtertentu dalam 

masyarakat. Untukxmempermudah dalamxmemperoleh dataxprimer, lokasi 

penelitian dilakukan dixJalan Sekata, Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan 

Barat. 

Yang ditujukanxdengan situs penelitianxini adalah suatuxtempat dimana 

peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang ditelitixagar memperoleh 

dataxatau informasi yangxdiperlukan. Sesuaixdengan permasalahanxyang 

dikemukakanxdalam babxsebelumnya, makaxpenetapan situs penelitianxadalah 

kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini 

dilakukan observasi mengunakan jalur darat dengan transportasi sepeda motor dan 

angkutan umum 
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KecamatanxMedan barat adalahxsalah satu dari beberapaxkecamatan yakni 21 

kecamatanxyang terdapat di bagianxtengah wilayah kotaxmedan yangxkurang 

lebih memilikixluas ± 540.9 Haxdan berada padaxketinggian 26-50xmeter diatas 

permukaanxlaut. Adapun sejarahxkecamatan medanxbarat dibentukxterdapat 

berdasarkanxPeraturan Pemerintah Nomorx22 Tanggal 10 Meix1973. Kecamatan 

Medan Baratxini merupakan kecamatanxinti di kota medanxkarena padaxsejarah 

pembentukanxkota medanxhanya ada 4 Kecamatanxsalah satunya yaituxterdapat 

di kecamatanxmedan barat. 

Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Barat 

 

Kondisixfisik wilayah KecamatanxMedan Barat secaraxgeografis berada 

di wilayah tengah Kota Medan yang secara spasial merupakan dataran kemiringan 

antarax0-5º. Lokasi-lokasixyang berdekatan yangxberbatasan langsungxdengan 

Kecamatan MedanxBarat adalah : 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Helvetia 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Timur 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Petisah 

Sebelah Utara  berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli 

Kecamatan Medan Barat terdapat menjadi 6 (enam) Kelurahan danpada 98 

lingkungan. Berikut terdapat kami tampilkan adanya Tabel Kelurahan, Lurah, 

Luas Wilayah dan Jumlah Lingkungan di Kecamatan Medan Barat hingga saat ini 

yaitu : 
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Tabel 1.1 

 

Nama Kelurahan, Lurah, Luas Lahan, dan Jumlah Kepala Lingkungan 

 

No Kelurahan Nama Lurah Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Lingk. 

1 Kesawan Maswan Harahap, 
ST 

106 11 

2 Silalas Irfan Arfiandy, 

SSTP, MAP 

168 12 

3 Glugur Abdul Razak,SAB 78 15 

4 Pulo Brayan Sutrisno, S.Sos 62 25 

5 Sei Agul Erfin 

Muharmansyah,S.Sos 

98 16 

6 Karang Berombak Suhardi,SE 28 19 
   54 98 

 

Sumber : Medan Barat dalam Angka / BPS,2019 

 

Dari 6 (enam)xKelurahan di KecamatanxMedan Barat, KelurahanxSilalas 

memiliki luasxwilayah yang terluasiyaitu sebesar 168 Hax(1,68 km2), sedangkan 

KarangxBerombak memiliki luasxterkecil yaknix28 Ha (0,28 km2).Ditinjauxdari 

jarakxantara KantorxKelurahan dan KantorxKecamatan, Kantor KelurahanxSei 

Agul memilikixjarak terjauh dari KantorxKecamatan Medan Baratiyaitu sekitar 5 

kmxsedangkan Kantor Kelurahaniyang terdekat yaitu Kelurahan Pulo Brayan Kota 

yaituxsekitar 0.1 km. 

JarakxKantor Camat Medan Barat ke Kantor Walikota Medan sekitar 5 

km.Warga masyarakat memiliki akses jalan dan angkutan umum yang mudah 

untuk mencapai Kecamatan Medan Barat dan kantor Walikota Medan. Dengan 

posisi lokasi kecamatan dan kelurahan yang strategis dan banyak di lalui oleh 

kendaraan umum. Sehingga pelayanan yang ingin diperoleh dari sisi jarak cukup 

dekat dengan masyarakat. 
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Tabel 1.2 

 

Alamat Kelurahan dan Jarak Tempuh ke Kantor Camat Medan Barat 
 

 
No  

Kelurahan 

 

Alamat Kantor 

Jarak ke Kantor 

Camat Medan 

Barat (km) 

1 Kesawan Jl. Putri Hijau 46 

Medan 
1 

2 Silalas Jl.Kelapa No.5/15 4 

3 Glugur Kota Jl.KL 

Yos Sudarso 

Lk.XIV 

 

0.2 

4 Pulo Brayan Kota Jl. 

Budi 
Pembangunan 

 

0.1 

5 Sei Agul JL. Danau Ranau 

No.1 

5 

6 Karang Berombak Jl.Karya Dalam 
No.33 

0.5 

 

Sumber : Kecamatan dalam Angka / BPS,2018 

 

Kependudukan 

 

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok dalam perencanaan 

pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek dalam 

pembangunan.Berikut peneliti tampilkan data kependudukan Kecamatan Medan 

Barat Tahun 2018 sebagai data akurat kependudukan berdasarkan kelurahan dan 

jenis kelamin. 
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Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Tabel 1.3 

Keadaan Penduduk Kecamatan Medan Barat 2018 
 

 
NO  

 

KELURAHAN 

 
 

JUMLAH KEPALA 

KELUARGA 

 

JUMLAH 

WARGA 

 
 

WNA 

 

 

L+P 

L P L P 

1 Kesawan 1.684 3.743 4.212 0 4  
7.959 

2 Silalas 2.302  
6.1333 

 
6.234 

5 6  
12.378 

3 Glugur Kota 2.677 4.901 5.014 0 0  
9.915 

4 Pulo Brayan 

 

Kota 

5.054  

9833 

9845 0 0  

19.678 

5 Sei Agul 
6.643 15.733 

 
15.602 

0 0  
31.335 

6 Kerang 

 

Berombak 

 

6.721 

 

13.944 

 

14.244 

0 0  

28.188 

 JUMLAH 
25.081 54.287 55.151 

5 10 
107.959 

Sumber : Mutasi Mutandis Kecamatan Medan Barat, 2018 

 

Gambaran Umum Sungai Deli 

Sungaixdeli adalah salah satuxdari beberapa indukxdari suatu sungaixpada 

Satuan WilayahxSungai (SWS)Belawan/BelumaixUlar yang dimanaxterdapat 

5 anakxsungai. Panjang sungaixsekitar 73 Km memilikiiluas sekitar 402 Km2. 

SungaixDeli  Beserta anakxdan ranting sungainyaxmengalirkan dari beberapa 

kabupatenxyakni dari kabupatenxkaro, kabupaten deli danxmelintasi kota 

medanxsebelum bermuara ke selatxmalaka 
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Bagian hulu sungai pada umumnya berada di Kabupaten Karo dan Kabupaten 

Deli Serdang, sedangkan bagian tengah dan hilir berada di Kota Medan. 

Tabel 1.4 

Anak dan Ranting Sungai Deli 
 

Induk 

Sungai 

Anak Sungai Daerah Pengaliran Rantai 

Sungai 

Daerah 

Pengaliran 

Sungai 

D 

E 

L 

I 

 
1.Sei 

Sikambing 

Kota Medan 1.Sei Putih 

2.Sei 

Selayang 

3.Sei 

Batua 

Kota 

Medan 

Kota 

Medan 

Kota 

Medan 

 2. Sei Babura Kota Medan Sei 

Bekala 

Kota 

Medan, 

Pancur 

batu* 

 3. Lau 

Kelimut 

Sibolangit*   

 4. Lau Petani Namorambe*,Delitua*,Si 

mpang Empat** 

Sei 

Betimus 

Sibolangit* 

 5.Sei Simai- 

mai 

Namorambe* 1.lau 

Bewaci 

2.lau 

Simantri 

3.lau 

Bekusah 

Sibiru – 

biru* 

Sumber : Dokumen laporan pemantauan kualitas Sungai Deli, Bapedalda 

Sumut27
 

* Kecamatan pada Kabupaten Deli Serdang 

** Kecamatan pada Kabupaten Karo 

 

 
 

27 Dokumen laporan pemantauan kualitas Sungai Deli, Bappeda Sumut 
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C. Populasi dan Sample 

 

Adapunxyang menjadi informanxdalam penelitian inixberjumlah 4 orang 

 

antara 

lain : 

1. SumberxData Primer 

 

Merupakanxinforman dari KepalaxBagian Kantor kecamatan MedanxBarat dan 

Kepala bagianxBadan Pengendalian DampakxLingkungan Daerahx(Bapedalda) 

Tabel 1.5 

Sumber Data Primer 

No Nama Agama Pekerjaan/Jabatan 

1. binti ma’niyah Islam ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran 

 

sungai bapedalda 

2. Imanudin Islam ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan 

 

barat 

2. Sumber Data Sekunder 

 

Informan merupakan masyarakat dari lingkungan Sei Agil kecamatan 

Medan Barat 

Tabel 1.6 

Sumber Data Sekunder 

No Nama Agama Pekerjaan/Jabatan 

1. Zunaidi Islam Satpam 

2. Zulkifli Islam Wiraswasta 
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 D. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada saat untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpuulan data yaitu : 

1. Obersevasi merupakan cara dalam  melakukan pengamatan, penglihatan, melihat 

secara seksama atau memperhatikan kegiatan sesuatu secara langsung dan akurat, 

Dengan cara mencatat berbagai peristiwa yang muncul dan mempertimbangkan 

hubungan antara aspek-aspek dalam fenomena tersebut. 28 

2. Wawancara yaitu cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab secara tatap muka antara pewancara dan yang diwawancarai 

membahas tentang  masalah yang diteltit. Wawancara yang dilakukan terhadap 

informan penelilian.  29  

E.Teknik pengumpulan data 

 

Pada pendapat beberapa peneliti salah satu diantaranya yaitu bernama 

Miles dan Huberman dikutip pernyataan beliau melalui Ulber bahwa ada 3 

kegiatan yang dikerjakan secara bersama yaitu penyajian data, reduksi data dan 

verifikasi/kesimpulan 

1. Penyajian data adalah dikatakan sebagai beberapa sekumpulan informasi yang 

disusun yang memberikan kemungkinan ada penarikan kesimuplan 

berdasarkan tindakan 

2. Reduksi data didefinisikan sebagai alat pada proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pada penyederhanaan, transformasdi dari data kasar yang dari 

catatan yang tertulis dilapangan.30 

 

 

28Ibid Hal 143 
29 Imam Gunawan,Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara) 2013 hal. 162. 
30Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Refika Aditama) 2009 hal 339. 
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3. Menarikxkesimpulan/verifikasi. 

 

Berikutxpada teknik keabsashanxdata pada penelitianxini memakaixcara 

triangulasi. MenurutxBurhan Bungimxdijelaskan bahwa  hal inixdapat dicapai 

melalui : 

a. Membandingkanxdata hasil pengamatan denganxhasil wawancara, 

b. Membandingkanxapa yang dikatakanxorang di depanxumum dengan apa 

yangxdikatakan secara pribadi, 

c. Membandingkanxdengan apa yangxdikatakan orang-orang tentang 

situasixpenelitian dengan apa yangxdikatakan sepanjang waktu, 

d. Membandingkanxkeadaan dan persepektifiseseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandanganxorang seperti rakyatxbiasa, orang yang berpendidikanxmenengah 

atau tinggi danxpemerintahan 

e. Membandingkanxhasil wawancaraxdengan isi suatuidokumen yang berkaitan.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Prenada Media Group) 2007 hal 265. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengolaan 

Daerah Aliran Sungai terpadu (DAS) pada sungai deli di kecamatan 

medan barat 

Terdapatxpemanfaatan tempatxlahan daerah pengaliranxaliran sungai di 

hulu antara lainxsebagai daerah pertanian,xpemukiman dan perikananxserta hutan. 

Lalu, Padaxair sungai digunakan untukitempat irigasi, bahan baku air minum serta 

rekreasi.xTerdapat lahanxpertanian di Desa SemangatxGunung, DesaxDoulu dan 

Desa Lau Mulgap, Tempat perikanan ituiberada di desa Sembahe danxdesa Logna 

pada dixkecamatan Sibolangit. Padaxpemanfaatan air sungaixdigunakan sebagai 

bahanxbaku air minumxyang dimana terdapatxdi desa pamahxkecamatan deli tua. 

Terdapatxbeberapa kegiatan yangxdapat menurunkan kualitasxair sungai dan 

lingkungan diantaranyaxyaitu, penambanganxpasir, penggunaanxpestisida dan 

pupuk di daerahxpertanian, pengambilanxhumus serta konserversixhutan menjadi 

daerahxpemukiman dari lahanxpertanian 

Padaxbagian daeerah pertengahanxlahan dimanfaatkan dixsekitar daerah 

pengaliran sungaixsebagai tempatxpemukiman, perkantoran danxindustri. Pada 

daerahxpertengahan merupakan pusat kota, sentral jasa dan perdagangan.Terdapat 

banyak kegiatan yang menimbukan degradasi sungai pada daerah ini,pemukiman 

kumuh padaxbantaran sungai, pembuanganxlimbah domestik danxindustri, 

pembuanganxsampah, pengubahan alur sungai, pengerasan benteng sungai dengan 

betonxdll. 
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Padaxlokasi-lokasi pemukimanxkumuh, pendudukxmemanfaatkan sungai 

sebagai tempat mandi, dan mencuci. Pada umumnya limbah domestik yang masuk 

ke Sungai Deli tidak mengalami pengolahan terlebih dahulu. Menurut survey yang 

dilakukanxoleh Bappeda (2003), terdapatxlebih dari 89 (delapan puluhxsembilan) 

saluranxair limbah domestikxke Sungai Delixbeserta anak–anakxsungainya dan 

lebih dari 48x(empat puluhxdelapan) lokasixpembuangan sampahxpada bibir/ 

bantaranxsungai. Daerah hilirxmerupakan sentralxindustri, terdapatxlebih dari 54 

(lima puluhxempat) kegiatan/industri inixyang membuang limbahnyaxke Sungai 

Delixtanpa pengolahanxterlebih dahulu. 

Peneliti menemukan terdapat berbagai permasalahan sosial dan lingkungan 

terkait masalah yang muncul satu per satu. Sungai Deli perlahan sudah mulai 

tercemar dengan adanya bukti air yang mulai kecoklatan. Peneliti menemukan 

berbagai macam sampah menumpuk dari bagian pinggir aliran sungai yang 

didapatkan dibeberapa titik. Peneliti menemukan masyarakat disekitaran bantaran 

sungai deli melakukan berbagai aktivitas yang dapat merusak lingkungan. 

Masyarakat disekitaran bantaran sungai sering melakukan seperti mencuci 

pakaian, buang hajat dan mandi di sungai, sehingga air makin tercemar. 

Penggunaan lahan di bantaran sungai menyebabkan membentuk karakter 

masyarakat disekitar lingkungan menjadi buruk. Rumah disekitar sungai sangat 

tidak tersusun rapi dan pemukiman rumah penduduk sangat kumuh dan rapat. 

Masyarakat disekitaran bantaran sungai tidak membuang sampah pada TPA 

(Tempat Pembuangan Akhir) namun membuang ke sungai. 
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Dampakxdari interaksi dan adanya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai 

diantaranyaxadalah penurunanxkualitas air sungaixdisebabkan karenaxmasih 

banyaknyaxmasyarakat yang membuangxlimbah domestik danxindustri langsung 

kesungai, pencemaranxsungai yang disebabkanxoleh pemakaian pupukxorganik 

danpestisidaxyang masih tinggixdi kawasan hulu sungaixdan penurunan debit air 

sungai akibatxperambahan, illegalxlogging dan konversixlahan masihxterjadi di 

kawasanxtangkapan air. 

Dari penjelasan berbagai permasalahan diatas maka peneliti memberikan 

analisa permasalahan keadaanxmasyarakat bantaranxsungai delixmembutuhkan 

perhatian.xBerbagai perhatian harus diberikan kepada masyarakat terutama pihak 

pemerintah, komunitas peduli linkungan dan berbagai komunitas lainnya saling 

mendukung.Masyarakatxyang tinggal di daerahxaliran sungai adalahxmasyarakat 

yangxmemiliki keretananxsosial, yakni suatu keadaan penurunan ketahanan akibat 

pengaruhxeksternal yang mengancamxkehidupan, mata pencaharian, sumber daya 

alam,xinfrastruktur, produktivitas, ekonomi,xdan kesejahteraan. Keretananxsosial 

berkaitanxerat dengan pendidikan, dimanaxtingkat pendidikan akanxberhubungan 

dengan jenisxpekerjaan dan pendapatan. Ikatanxsosial berkaitan denganihubungan 

kekerabatan yang dimiliki seseorang yang masih dalam satu wilayahxdan interaksi 

sosialxberkaitan dengan hubunganxkemasyarakatan yangxdiikuti olehimasyarakat 

tersebut. 

Penelitixmenemukan ketidakadaanxkerentanan dalam halxikatan sosialxdan 

interaksi sosial jugaxdapat mempengaruhixseseorang untuk tetapxbemukim di 

daerahxrawan bencana. Sepertixdidaerah aliran sungaixdeli yang rawanxdengan 
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bencanaxbanjir. Kerentanan ekonomixberkaitan dengan mataxpencahrian dan 

tingkat pendapatanxseseorang juga menjadixalasan masyarakatxbermukim di 

bantaran SungaixDeli. 

Suripinx(2002) menyatakanxbahwa daerahxaliran sungaixmerupakan suatu 

ekosistemxdimana di dalamnyaxterjadi suatu prosesxinteraksi antara faktor-faktor 

biotik,xnon biotik danxmanusia. Aktivitasxdalam Daerah AliranxSungai (DAS) 

yangxmenyebabkan perubahanxekosistem pada gunaxlahan, khususnya di daerah 

huluxdapat memberikanxdampak pada hilir berupaxperubahan fluktuasixdebit air 

dan kandunganxsedimen dan materialxterlarut lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara maka terdapat latar belakang dibuatnya 

Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengolaan Daerah Aliran Sungai 

terpadu (DAS) Kecamatan Medan Barat dalam Alih Fungsi Lahan daerah aliran 

sungai. Seperti pernyataansalah satu informan yang peneliti temui yaitu ibu binti 

ma’niyah, 45 tahun selaku ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran 

sungai bappeda sumut : 

‘’Pemerintahxdaerah diberikanxkewenangan oleh pemerintahxpusat untuk 

membuat peraturanxdan mengurus daerahnyaxsendiri sehinggaxpemerintah 

daerahxmemiliki legalitas hukum dalam mengurus daerahnya termasuk dalam 

urusanxperencanaan dan pembangunanxdaerah’’ 



55 
 

 

 

 

 

 

Selain itu, ibu binti ma’niyah pun mengemukakan hal yang sama bahwa : 

 

‘’Kondisi DAS yang kosong sering digunakan sama masyarkat sehingga 

tidak efisien dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Pemanfaatan 

sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya juga membuat masyarakat sering 

menggunakan lahan sekitar linkungan. Kegiatan ini mengakibatkan 

munculnya berbagai macam bencana seperti halnya banjir ataupun 

longsor.’’32 

Peneliti menyimpulkan berdasarkan pernyataan informan diatas 

bahwasanya penggunaan lahan kosong pada daerah bantaran sungai menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Lalu, Pemanfaatan lahan kosong dapat menyebabkan 

kerusakan alam serta tidak sesuainya dengan fungsinya sebagai lahan kosong. 

Kebiasaanxini seperti turun-temurun yang sudah di wariskan dari orang yang lebih 

tua darixmereka dulu. Masyarakatxsekitar yang bermukimanxdi bantaran Sungai 

Delixtidak memikirkan bahwaxair sungai tersebutxtidak layak sebenarnyaxuntuk 

dipergunakanxuntuk aktivitas keseharianxmereka. Masyarakatxyang berada di 

bantaranxsungai masih mempergunakanxair untuk keseharianxmereka seperti 

mandi, mencucixdikarenakan keterpaksaanxdari keadaan merekaxyang terbatas, 

merekaxsudah merasa kebalxdengan yang terjadixpada merekaxseperti penyakit 

yang akanxmenyerang mereka 

Lalu, Terdapat beberapa upaya pemerintah dalam mengupayakan optimalisasi 

lahan sebagai tempat lahan kosong daerah aliran bantaran sungai deli. 

 

 

 

 

 

 
 

32 Binti Ma’niyah, ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran 

sungai bappeda‘’Wawancara Pribadi’’, Medan, 20 Januari 2020 
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Menurut ibu binti ma’niyah pun menambahkan bahwa : 

 

‘’Dalam upaya mengoptimalisasi lahan bantaran sungai pemerintah telah 

melakukan beberapa upaya kegiatan yang efektif. Karena, Pada hakikatnya 

penegakan hukum disekitaran bantaran sungai membutuhkan keikutsertaan 

masyarakat di sekitaran bantaran sungai. Pemerintah juga sudah melakukan 

kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan DAS sungai deli. Lalu, 

Pemerintah telah melakukan koordinasi dari stakeholder dalam kegiatan 

pemenuhan sumber resapan air (biopori). Pemerintah juga melakukan pembagian 

bibit tanaman kepada masyarakat sekitaran bantaran sungai deli. Tujuan ini 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sungai 

deli. Pemerintah juga membuat penampungan air dan berbagai upaya  

pemerintah dalam mengupayakan optimalisasi lahan aliran sungai.’’33 

Berdasarkan penyataan diatas maka terdapat beberapa upaya yang telah 

dilakukan pemerintah dalam optimalisasi lahan kritis. Pemerintah melakukan 

koordinasi terkait penanggung jawab setiap titik bantaran sungai yang dianggap 

rawan penggunaan lahan sebagai tempat pemukiman. Pemerintah juga melakukan 

sosialisasi disekitaran bantaran sungai agar meningkatkan kepedulian terhadap 

lingkungan sungai deli. Selain itu pembagian bibit tanaman sebagai upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga 

ekosistem. Pembuatan penampungan air (recharge area) sebagai tempat resapan 

air didaerah bantaran sungai agar tidak terjadinya bencana alam seperti banjir 

ataupun longsor. 

33 Binti Ma’niyah, ketua bagian penelaah data statistik daerah aliran sungai 

bappeda‘’Wawancara Pribadi’’, Medan, 20 Januari 2020 
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Menurut data empiris peneliti temukan dilapangan bahwasanya Sungai 

bagixmasyarakat yang berada di bantaran sungai deli tidak hanya sebagai aktivitas 

merekaxsaja tetapi sungaixbagi merekaxsebagai tempat merekaxbertemu dan 

kejenuhan aktivitasxyang mereka lakukanxdalam satu hari. Bagixibu - ibu,sungai 

dijadikanxmereka untuk mencucixpakaian, mencucixpiring, dan disana 

merekasaling bercerita dengan ibu - ibu lainnya. Bagi kaum bapak - bapak. Sungai 

dijadikanitempat memancing, bersantai menikmatiisuasana. Sedangkan bagi anak- 

anak, sungaixdijadikan mereka untukxaktifitas berenang,xmemancing. Ada 

beberapaxjenis ikan disungaixdeli ini, seperti ikanxsapu kaca, udangxlobster, ikan 

mujair,  ikan nila, udang,gabus dan lele. Jenis ikan yang paling banyak dan mudah 

didapatkanxadalah ikanxsapukaca. Ikan yangxsudah didapatxbiasanya dibawa 

kerumah danxdinikmatin olehxkeluarga. 

B. Faktor penghambat terhadap implementasi Peraturan Daerah No 1 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) 

terhadapkeadaan DAS sungai Deli di kecamatan medan barat 

a) Alih Fungsi Lahan 

 

Alihxfungsi lahanxyang terjadi tanpaxmemperhatikan kemampuanxdan 

kesesuaianxlahan menyebabkanxpenurunan produktivitas lahanxdan pemicu 

berbagaixpermasalahan lingkungan terkaitxdengan banjir. Denganxdemikian 

pemerintahxperlu membuatxsuatu aturan danxmenegakkan aturanxtersebut guna 

meminimalisirxterjadinya alih fungsixlahan. Selain itu, Perluxadanya konservasi 

secaraxvegetative terutama dixdaerah hulu sungaixyang telahxmengalami 

perubahanxpenggunaan lahan. Secaraxmekanik, dapat ditempuhxdengan membuat 

teras-teras 
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yangxdapat menahan lajuxair larian (runoff)xsehingga air yangxdapat meresap 

kedalamxtanah lebihxbesar. 

Dayaxdukung lingkungan DASxDeli masih tinggixterutama daya dukung air 

danxdaya dukunglahan untukxpermukiman. Namunxdaya dukungxwilayah untuk 

lahan kawasan hijau dan fungsi lindung tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh 

pesatnyaxperkembangan dan perubahanxpenggunaan lahanxdi DAS yang 

menyebabkanxterjadinya konversi lahan pertanianxmaupun hutan menjadi 

permukimanxterutama yang terjadi di DAS Deli bagian hilir. Selain itu,rendahnya 

dayaxdukung wilayah untukxpertanian padi disebabkanxoleh daerah hilirxsungai 

yang sebagianxbesar mencakup KotaxMedan cenderungxdiarahkan untuk 

berkembangkannya sektorxindustri, perdagangan danxjasa. 

b) Lemahnya penegakan hukum 

 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan bahwasanya masih 

banyaknya rumah warga disekitaran bantaran sungai deli. Kondisi ini diperparah 

dengan tidak adanya penerapan hukum yang optimal. Peneliti menemukan fakta 

dilapangan bahwa pegawai ASN sulit untuk mengoptimakan daya dukung 

kawasan hijau karna kurangnya pemahaman edukasi hukum normatif. Dalam 

upaya menjelaskan penegakan hukum itu sendiri, dapat dimulai dari bangunan 

sistem hukum yang digambarkan oleh B. Arief Sidharta, yang lebih terfokus pada 

unsur substansi hukum yang bersumber pada cita hukum Pancasila sebagai dasar 

falsafah dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 

dasar tata hukum nasional kita yang merupakan rechtsidee hukum. Hukum 

haruslah dibuat sebagai alat dalam masyarakat. 
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Fakta dilapangan peneliti mendapatkan bahwasanya pemerintah telah 

memberintahkan teguran surat peringatan kepada warga sekitar. Namun, Karena 

kurangnya kesadaran hukum surat yang telah diberikan tidak diperdulikan. 

Pemerintah dalam penerapannya harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian 

dan polisi militer (PM) sebagai upaya penindakan hukum (Law Enforcement). 

Masyarakat bantaran sungai deli sudah terbiasa dengan tinggal di bantaran sungai 

karena turun-temurun. 

C. Analisis terhadap Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (DAS) terhadap keadaan 

DAS sungai Deli di kecamatan medan barat 

Berdasarkan hasil wawancara maka beberapa usaha pemerintah dalam menegakan hukum 

terkait penyalahgunaan kawasan hijau di bantaran sungai. Seperti pernyataaninforman 

yang peneliti temui yaitu bapak Imanudin, 40 tahun selaku ketua bagian tata 

pemerintahan kecamatan medan barat : 

‘’Pemerintah telah membuat regulasi daerah terkait permasalahan aturan 

pemakaian ruang kawasan hijau. Pemerintah telah memberikan somasi 

peringatan dengan para pengguna ruang kawasan hijau untuk mengosongkan 

lahan. Namun, masih terdapat beberapa kesulitan untuk merealisasi dikarenakan 

bangunan yang berdiri hakikatnya hasil dari pemberian turun-temurun. Warisan 

bangunan yang diberikan membuat pemerintah kesulitan karena 

masyarakatsudah lama tinggal disitu. Pemerintah juga sudah melakukan 
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sosialisasi edukasi tentang penggunaan alih fungsi lahan dapat direalisasikan 

sedemikian rupa.’’34 

Bapak imanudin menambahkan bahwa : 

 

‘’ Untuk mengupayakan program lingkungan disekitaran bantaran sungai 

deli membutuhkan dukungan tidak hanya pemerintah namun berbagai sektor juga 

harus mengambil peran. Peran pemuda seharusnya menjadi contoh agar 

masyarakat tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan 

di sungai. Masyarakat sebisa mungkin dilibatkan dalam penyalahgunaan alih 

lahan’’. 

Selain daripada pejabat pemerintahan peneliti juga mencari sumber 

informasi dari warga sekitar kecamatan medan barat. Seperti pernyataan warga 

yang peneliti temui di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat yaitu bapak 

Buyung, 67 tahun seorangpensiunan pns mengatakan : 

‘’Pemerintah sudah memberikan surat edaran terkait harus disterilkan di 

ruang kawasan hijau. Tapi masyarakat masih belum bisa mengkosongkan lahan 

dikarenakan sudah tinggal cukup lama di daerah bantaran sungai. Pemerintah 

sebenarnya sudah melakukan pengkorekan tanah di kawasan bantaran sungai 

agar tidak ada bencana. Namun, kebiasaan masyarakat di bantaran sungai 

membuang sampah di sungai membuat lingkungan sungai menjadi kotor dan 

tidak terawat. Apabila, Saat siang masyarakat tidak bisa membuang maka mereka 

membuang pada malam hari. Penyebab salah satu masyarakat tidak mau pindah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 Imanudin, ketua bagian tata pemerintahan kecamatan medan barat‘’Wawancara 

Pribadi’’, Medan, 12 Februari 2020 
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terkadang pemerintah tidak mau memberikan uang kompensasi ataupun uang 

ganti tidak seimbang dengan didirikanya rumah.’’35 

Lalu, Pernyataan warga sekitar kecamatan medan barat yang peneliti temui 

yaitu bapak zunaidi, 51 tahun seorang satpam mengatakan : 

‘’Masyarakat di sekitaran bantaran sungai sudah memliki kebiasaan yang 

buruk. Bahkan, masyarakat sudah membiasakan memancing disekitaran sungai. 

Pemerintah sulit untuk menindak tegas masyarakat karena harus bekerja sama 

dengan aparat keamanan negara. Karena, Apabila hanya sekedar kepala 

lingkungan ataupun pejabat kecamatan maka tidak ada yang memperdulikannya. 

Karena haruslah adanya ketegasan dan keberanian pemerintah. Pemerintah juga 

tidak ada melakukan penyuluhan tentang pentingnya kepedulian terkait 

lingkungan.’’36 

Lalu, Pernyataan warga sekitar kecamatan medan barat yang peneliti temui 

yaitu bapak zulkifli, 40 tahun seorang wiraswasta mengatakan : 

‘’Pemerintah telah melakukan upaya untuk penindakan alih fungsi lahan 

sekitar bantaran sungai. Namun, Dibutuhkannya kerja sama dengan pemerintah 

dengan satpol pp untuk bertindak tegas supaya masyarakat mau pindah dan 

keluar dari bantaran sungai. Usaha yang dilakukan pemerintah saya rasa kurang 

maksimal dikarenakan masyarakat masih dibiarkan tinggal disekitaran bantaran 

sungai. Bahkan, masyarakat sudah menjadikan menjadi lahan mata pencaharian 

dengan mendirikan warung makanan disekitar bantaran sungai deli.’’ 

 

 

 

35 Buyung, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan medan 

barat‘’Wawancara Pribadi’’, Medan, 16 Februari 2020 
36 Zunaidi, warga sekitaran bantaran sungai kelurahan sei agul kecamatan 

medan barat‘’Wawancara Pribadi’’, Medan, 16 Februari 2020 
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Dari pernyataan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya 

pemerintah sudah melakukan upaya hukum terkait penyalahgunaan lahan 

dibantaran sungai deli. Namun, Masih dibutukannya waktu yang cukup lama 

untuk dapat merealisasinya menjadi hukum yang positif realistik. Karena, Hukum 

telah dibuat namun masyarakat masih membiarkan kualitas hukum menjadi lemah 

dan tidak berfungsi. Ini bertentangan dengan pasal 20-21 yaitu : 

Pasal 20 

 

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan dayadukungnya 

sebagaimanaxdimaksud dalamxPasal 19 huruf a,xmeliputi: 

a. optimalisasixpenggunaan lahan sesuaixdengan fungsixdan Daya 

Dukungxwilayah; 

b. penerapanxteknik konservasi tanahxdan air dilakukanxdalam rangka 

pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjagaxkualitas, kuantitas, 

kontinuitas danxdistribusi air; 

c. pengelolaan vegetasixdilakukan dalam rangkaxpelestarian keanekaragaman 

hayati, peningkatanxproduktivitas lahan, restorasixekosistem, rehabilitasi dan 

reklamasixlahan; 

d. peningkatanxkepedulian dan peran sertaxInstansi Terkait dalamxpengelolaan 

DAS; danx atau 

e. pengembanganxkelembagaan Pengeiolaan DAS untukxmeningkatkan 

koordinasi,xintegrasi, sinkronisasixdan sinergi lintas sektorxdan wilayah 

administrasi. 
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(2) Pelaksanaanxkegiatan sebagaimana dimaksudxpada ayat (1) dilakukanxsesuai 

persyaratanxteknis masing-masingxkegiatan' 

Pasal 21 

 

(1) Pelaksanaanxkegiatan Pengelolaan DASxyang dipertahankan daya dukungnya 

sebagaimanaxdimaksud dalamxPasal 18 hurufxb, meliputi: 

a. menjagaxdan memelihara produktivitasxdan keutuhan ekosistemxdalam DAS 

secaraxberkelanjutan; 

b. bimbinganxteknis dan fasilitasi dalarn rangka penerapan teknikkonservasi tanah 

dan air demixkelangsungan daerah tangkapan air,xuntuk menjagaxkualitas, 

kuantitas, kontinuitasxdan distribusi air; 

c. peningkatanxkoordinasi, integrasi, sinkronisasixdan sinergi antarxsektor dan 

wilayah administrasi dalam rangkaxmempertahankan kelestarianxvegetasi, 

keanekaragamanxhayati dan produktivitasxlahan; danlatau 

d. peningkatanxkapasitas kelembagaan PengelolaanxDAS untukxmeningkatkan 

koordinasi,xintegrasi, sinkronisasixdan sinergi lintasxsektor dan wilayah 

administrasi. 

(2) Pelaksanaanxkegiatan sebagaimanaxdimaksud pada ayat (1) dilakukanxsesuai 

persyaratanxteknis masing-masingxkegiatan. 

Peneliti menemukan masalah terdapat pada pasal 20 -21 bahwa terkait 

penggunaan lahan tidak diperbolehkan selain daripada lahan kawasan hijau. 

Karena, Pengelolaan DAS haruslah dipelihara dan dijaga produktivitasnya dengan 

cara tidak menggunakannya sebagai tempat lahan di bantaran sungai.Terkait 
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penggunaan lahan terbuka hijau sebagai tempat pemukiman dapat dikenakan 

sanksi baik berupa administratif maupun sanksi kurungan penjara. 

Terdapat di pasal 44-45 yaitu : 

 

Pasal 44 

 

(1) Pejabat Pemerintah yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan 

pengelolaan DAS dikenakan sanksi administrastif olehGubernur. 

(2) Sanksi administratif diberlakukan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

Pasal 45 

 

(1) Setiapxorang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan 

pidanaxpaling lama 6 {enam)xbulan kurungan atauxdenda palingxbanyak Rp. 

50.000.000,- (limaxpuluh jutaxrupiah). 

(2) Selainxsanksi sebagaimanaxdimaksud pada ayat {1} jugaxdikenakan sanksi 

sesuaixdengan PeraturanxPerundang-undangan. 

Pemberian sanksi sudah dibuat pemerintah terkait pelanggar peraturan 

daerah provinsi no.1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). 

Namun dalam prakteknya pemerintah masih dinilai belum efektif dalam menindak 

pelanggar kawasan hijau di daerah bantaran sungai. Pemerintah haruslah 

bertindak lebih berani dan tegas sehingga air sungai deli tidak tercemar dengan 

kegiatan masyarakat di bantaran sungai. Pemerintah haruslah bekerja sama 

dengan aparat kepolisian ataupun satuan polisi pamong praja (satpol pp) sehingga 

masyarakat mau dipindahkan ditempat lebih baik. Lalu, pemerintah seharusnya 
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dapat memberikan biaya kompensasi terkait penggusuran sehingga akan dinilai 

adil dalam menindak tegas hukum. 

Lalu tentang aturan tentang kepemilikian lahan kosong dimiliki negara dijelaskan 

didasarkan pada bab 1  Undang-UndangxRepublik Indonesia No.5 Tahun 1960  tentang 

PeraturanxDasar Pokok-Pokok Agrariaxyaitu :  

Pasal 1 

(1)Seluruhxwilayah Indonesia adalahxkesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang 

bersatu sebagaixbangsa Indonesia. 

(2)Seluruhxbumi, air dan ruangxangkasa, termasukxkekayaan alam yangxterkandung di 

dalamnyaxdalam wilayah RepublikxIndonesia, sebagaixkarunia Tuhan YangxMaha Esa 

adalahxbumi, air dan ruang angkasaxbangsa Indonesia danxmerupakan kekayaan nasional. 

Maka, Berdasarkan peraturan tersebut dikatakan bahwasanya dalam proses 

penyelenggaran lahan kosong ini dimaksudkan bahwasnya penggunaan lahan kosong yang 

tidak dimiliki oleh penduduk maka secara otomatis akan dipergunakan oleh negara. 

Termaktub bahwasanya dalam penggunaan sumber daya alam berupa bumi,air dan ruang 

angkasa terdapat keterlibatan negara didalamnya. 



66 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti 

terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di sungai deli sesuai dengan 

rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Peran pemerintah terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sungai 

deli terkait alih fungsi lahan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. 

Beberapa kebijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan, pengawasan hingga sanksi masih dinilai belum kuat. Meskipun 

telah dilakukan kebijakan publik yang berskala masif namun tetap masih 

banyaknya bangunan di daerah bantaran sungai deli. 

2. Faktor penghambat yang menjadi masalah yaitu kebiasaan masyarakat 

menggunakan daerah aliran sungai (DAS) menjadi wilayah pemukiman. 

Pembangunan rumah semi bangunan membuat daerah kawasan hijau rusak 

dan tidak bisa menjadi daerah steril lagi 

3. Analisis terhadap permasalahan di bantaran sungai deli masih optimal dan 

kurang menjadi perhatian publik. Permasalahan utama yaitu alih fungsi lahan 

masih menjadi masalah yang dianggap tidak terlalu menjadi perhatian 

pemerintah. Peran pemerintah dengan masyarakat masih terdapat 

ketidakkuatan peran pemerintah sebagai penegak hukum masih kurang tegas. 

Pembangunan rumah penduduk didaerah bantaran sungai membuat 
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lingkungan di bagian hulu hingga hilir masih kotor dan dapat merusak 

lingkungan 

B. Saran 

 

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian masalah diatas, maka 

dalam penelitian ini dapat disarankan : 

1. Pemerintah haruslah memiliki ketegasan dalam penindakan alih fungsi 

lahan menjadi rumah warga. Pemerintah memiliki peran penting dalam 

melindungi lahan kawasan hijau agar tidak beralih fungsi. Sehingga 

diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebihmengoptimalkan 

perannya sehingga alih fungsi lahan kawasan bantaran sungai 

dapatdiminimalisir 

2. Masyarakat hendaknya diajak untuk aktif berpartisipasi dalam 

melakukan sosialisasi kesadaran lingkungan. Sehingga, Masyarakat 

dapat mengerti tentang hakikat fungsi lahan kawasan hijau. 
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